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HALAMAN TRANSLITERASI 

 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987 

 

1. Konsonan 

No. Arab Latin No. Arab Latin 

 Tidak ا 1

Dilambangkan 
 Ṭ ط 16

 Ẓ ظ B 17 ب  2

 ’ ع T 18 ت  3

 G غ Ṡ 19 ث  4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق Ḥ 21 ح 6

 K ك  Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن  R 25 ر 10

 W و  Z 26 ز 11

 H ه S 27 س  12

 ‘ ء Sy 28 ش  13

 Y ي  Ṣ 29 ص  14

    Ḍ ض  15
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2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 

diftong. 

 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya 

gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

 Fatḥah dan ya Ai ي  

 Fatḥah dan wau Au و  

 

Contoh: 

  kaifa : كيف



 

 

x 

 

 haul : هول 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

 Fatḥah dan alif atau ya Ā اَ/ي 

 Kasrah dan ya Ī ي  

 Dammah dan wau Ū ي  

 

Contoh: 

 qāla : ق ال  

م ى  ramā : ر 

 qīla : ق يْل  

 yaqūlu : ي ق وْل  

 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat 

fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah 

 ,diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al (ة)

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah 

 .itu ditransliterasikan dengan h (ة)

Contoh: 

طْف الْ  ة  الَْ  وْض   Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl : ر 

ة ن وّر  يْن ة  الْم  د   /Al-Madīnah al-Munawwarah  :   ا لْم 

alMadīnatul Munawwarah 

ةْ   Ṭalḥah  :   ط لْح 

 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan 

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa 

Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; 

dan sebagainya.  

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan 

Tasawuf. 
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ABSTRAK 

 

Nama : Ausath 

NIM : 170604124 

Fakultas/Program Studi  : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu  

Ekonomi 

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,   

Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus Terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Aceh 

Timur 

Pembimbing I : Ana Fitria, SE., M.Sc, RSA 

Pembimbing II : Yulindawati, SE., MM 

 

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di 

kawasan Asia Tenggara. Salah satu faktor yang berpotensi 

mempengaruhi kemiskinan adalah pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 

dan dana alokasi khusus terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh 

Timur. Penelitian ini adalah jenis penelitian korelasional dengan 

menganalisis hubungan kausalitas antar variabel pengaruh terhadap 

variabel konsekuen. Sumber data yang digunakan yaitu dokumen 

Kabupaten Aceh Timur dalam angka dan data kemiskinan yang 

berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur tahun 

2017 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

parsial dan simultan ketiga variabel tidak berpengaruh terhadap 

kemiskinan.  

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

Dana Alokasi Khusus, Kemiskinan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah satu diantara banyak negara kepulauan 

yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara 

berkembang, Indonesia menghadapi tantangan kemiskinan yang 

serius. Selain itu, Indonesia juga memiliki populasi penduduk yang 

besar serta menempati peringkat keempat di dunia dengan sekitar 

3,51 persen dari total populasi global. Selain kekayaan sumber 

daya alamnya seperti minyak, pertambangan, kekayaan bawah laut, 

gas berlimpah, perikanan, dan pertanian Indonesia juga terkenal 

dengan warisan budayanya yang kaya. Mengingat melimpahnya 

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki 

Indonesia, potensi ini seharusnya dapat menghasilkan manfaat 

ekonomi yang signifikan bagi negara. Ini menghadirkan peluang 

yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 

pembangunan berkelanjutan jika sumber daya alam dan sumber 

daya manusia ini dikelola dengan baik (Huda, 2015:148). 

Seperti diketahui, keadaan ekonomi saat ini cukup 

meresahkan. Di Indonesia, khususnya, ada sejumlah isu yang 

berkaitan dengan kehidupan komunal, seperti masalah kemiskinan, 

pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan, lingkungan, dan 

sebagainya. Ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi yang 

tumbuh dan kondisi masyarakat, terutama dari kelas menengah ke 

bawah, menimbulkan masalah ini. Kemiskinan terus menjadi salah 
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satu masalah tersulit dan terpenting yang dihadapi dunia saat ini, 

dan ini adalah fenomena sosial yang hadir di semua negara 

berkembang, termasuk Indonesia. 

Salah satu negara yang masih menghadapi masalah 

kemiskinan serius adalah Indonesia, di mana kemiskinan dianggap 

sebagai salah satu penyakit ekonomi. Secepat mungkin, kebijakan 

atau solusi harus dikembangkan untuk mengakhiri kemiskinan. 

Masyarakat yang tidak mampu mencapai kemakmuran ekonomi 

atau memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kualitas hidup 

di lokasi tertentu dianggap berada dalam kemiskinan (Subandi, 

2016: 114). Kemiskinan adalah masalah serius yang sering 

mengkhawatirkan semua negara, terutama negara-negara 

berkembang seperti Indonesia, sampai pada titik di mana 

pemerintah masing-masing negara memusatkan perhatiannya 

padanya. Ketika seseorang tidak dapat mencapai tingkat 

kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai persyaratan dasar 

dari standar hidup tertentu, mereka dikatakan hidup dalam 

kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor yang berkontribusi 

terhadap sejumlah masalah terkait kesejahteraan, termasuk 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kondisi 

kehidupan yang terisolasi dan mengasingkan, ketergantungan, dan 

hambatan untuk mendapatkan layanan sosial. Kemiskinan adalah 

masalah yang sulit dan kompleks yang, jika tidak ditangani secara 

memadai, akan mengarah pada pembentukan masalah sosial 

tambahan. Untuk itu, langkah-langkah yang diambil untuk 
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mengurangi kemiskinan juga harus dilaksanakan secara utuh dan 

kohesif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena 

itu, peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk 

menurunkan tingkat kemiskinan sangat penting. 

Selain menjadi isu nasional, masalah kemiskinan di 

Indonesia mempengaruhi setiap kabupaten dan kota di Tanah Air. 

Ini juga meluas ke setiap daerah di Indonesia. Salah satu daerah 

dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi adalah Provinsi 

Aceh. Selain itu, provinsi Aceh adalah salah satu yang menerima 

dana otonomi khusus yang cukup besar tetapi belum mampu 

mengurangi tingkat kemiskinan, yang dianggap termasuk yang 

tertinggi di ujung pulau Sumatera.  

Menurut data dari BPS provinsi Aceh, ini menjelaskan 

mengapa tingkat kemiskinan di wilayah ini berfluktuasi antara 

2017 dan 2021 bahwa pada Maret 2017, tingkat kemiskinan Aceh 

adalah 16,89%, sedangkan pada September 2016, 15,92%, sedikit 

lebih rendah dari bulan sebelumnya. Sementara itu, kemiskinan 

Aceh pada 2021 meningkat dari 14,08% pada Maret menjadi 

14,45% pada September. Informasi tambahan disertakan dalam 

bagan di bawah ini: 
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Gambar 1.1 

Persentase Tingkat Kemiskinan di Aceh Tahun 2017 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023 

Pe lrmasalahan kelmiskinan di Prolvinsi Acelh ini juga telrse lbar 

ke l selluruh kabupateln dan kolta di seltiap wilayah Prolvinsi Acelh; ini 

bukan hanya masalah daelrah, teltapi masalah yang ada di selmua 

kabupateln dan kolta prolvinsi, telrmasuk satu di Acelh Timur. Sellain 

Ace lh Utara dan Acelh Tamiang, Kabupateln Ace lh Timur yang kaya 

minyak telrle ltak di ujung timur Prolvinsi Acelh. 

Kabupateln Acelh Timur melmiliki luas wilayah selbelsar 

6.040,60 Km2, Se lcara administratif Kabupateln Acelh Timur telrdiri 

dari 24 kelcamatan, 54 mukim, 513 delsa, 1 ke llurahan dan 1.596 

dusun. Se lcara umum Kabupateln Acelh Timur melrupakan dataran 
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re lndah, pelrbukitan, Selbagian belrawa-rawa dan hutan mangrolve l, 

de lngan keltinggian belrada 0-308 m di atas pelrmukaan laut. 

Kolmolditas unggulan Kabupateln Acelh Timur yaitu selktolr pelrtanian 

dan jasa. Se lktolr pe lrtanian kolmolditas unggulannya adalah sub 

se lktolr tanaman pelrkelbunan delngan kolmolditas Kellapa Sawit, 

Kakaol, Karelt dan Kellapa. Sub se lktolr pe lrtanian kolmolditas yang 

diunggulkan belrupa Jagung dan Ubi kayu. 

 

Gambar 1.2  

Persentase Tingkat Kemiskinan Aceh Timur Tahun 2017 – 

2021 

 

Sumbe lr : Badan Pusat Statistik (BPS), 2023 
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Be lrdasarkan gambar 1.2 diatas melnunjukkan bahwa data 

BPS Kabupate ln Ace lh Timur melnjellaskan pe lrse lntasel masyarakat 

miskin se ljak 2017 hingga 2021 melngalami fluktuasi, dimana tahun 

2017 bulan Mare lt hingga 15,25%. Tahun 2018 bulan Mare lt hingga 

14,47%. Se llanjutnya pada tahun 2019 bulan Marelt hingga 

14,47%.Tahun 2020 bulan Marelt hingga 14,08%. Dan Tingkat  

ke lmiskinan Acelh Timur pada tahun 2021 bulan Mare lt melncapai 

14,45%.  

Se lcara umum, pelmbelntukan nelgara dilakukan untuk 

melmastikan kelse ljahtelraan selluruh rakyatnya. Namun dalam 

pe lrjalanannya, pelme lrintah akan disusul ollelh isu utama yang 

melmpe lngaruhi kelse ljahtelraan pelnduduk, yaitu kelmiskinan. 

De lmikian pula, masalah kelmiskinan di Indolne lsia teltap melnjadi 

subje lk pe lnting untuk pelnyellidikan lelbih lanjut. Hal ini telrkait elrat 

de lngan tingginya tingkat kelmiskinan Indolne lsia melngingat 

statusnya selbagai nelgara belrke lmbang. Ke lmiskinan melrupakan 

masalah yang kolmplelks dan se lrius di banyak daelrah di Indolnelsia, 

telrmasuk Kabupateln Acelh Timur. Variabell ini melngacu pada 

kolndisi di mana individu atau rumah tangga melmiliki keltelrbatasan 

dalam melme lnuhi kelbutuhan dasar se lpelrti pangan, sandang, papan, 

pe lndidikan, dan aksels telrhadap layanan kelse lhatan. Kelmiskinan 

dapat diukur delngan melnggunakan belrbagai indikatolr, se lpe lrti 

tingkat pelndapatan pelr kapita, tingkat akse ls pe lndidikan, atau 

indelks ke lmiskinan multidimelnsi. Ke lmiskinan melmiliki dampak 

ne lgatif yang luas telrhadap kualitas hidup masyarakat, telrmasuk 
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akse ls te lrhadap pelndidikan, kelse lhatan, dan pangan yang melmadai. 

Olle lh karelna itu, pelnting untuk melmahami belrbagai faktolr yang 

be lrpelngaruh pada tingkat kelmiskinan di Kabupateln Ace lh Timur 

guna melrancang kelbijakan yang elfe lktif dalam melngatasi masalah 

ini. 

Salah satu faktolr yang belrpoltelnsi be lrpelngaruh pada 

ke lmiskinan yaitu pelndapatan asli daelrah (PAD), dana alolkasi 

umum (DAU), dan dana alolkasi khusus (DAK). Pe lne llitian Elrlinda 

Siagian melnunjukkan hasil telrdapat pelngaruh polsitif dan signifikan 

PAD, DAU, DAK te lrhadap pelrtumbuhan e lkolnolmi di Prolvinsi D.I 

Yolgyakarta tahun 2010-2016. Me ltolde l dan melkanismel pe lnge llollaan 

pe lmelrintah daelrah melngalami pelrubahan signifikan delngan 

dibelrlakukannya Undang-Undang Nolmolr 33 Tahun 2004 telntang 

Pe lrimbangan Keluangan Pusat dan Daelrah. Undang-undang ini 

melne lgaskan bahwa pe lmelrintah felde lral akan melmbelrikan 

pe lmelrintah daelrah sisa dana selhingga dapat mellakukan 

yurisdiksinya. Dana Alolkasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil 

(DBH), dan bagian relgiolnal dari bagi hasil pajak pusat telrdiri dari 

Dana Pe lrimbangan. 

PAD adalah sumbelr pelndapatan yang dihasilkan olle lh 

pe lmelrintah daelrah mellalui pajak, reltribusi, dan sumbelr daya alam 

yang ada di wilayah telrse lbut. Variabell ini melngacu pada jumlah 

pe lndapatan yang dihasilkan pelmelrintah daelrah Kabupateln Acelh 

Timur mellalui belrbagai sumbelr se lpe lrti pajak, reltribusi, dan 

pe lndapatan dari SDA di wilayah telrse lbut. Pelndapatan asli daelrah 
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melrupakan indikatolr pelnting untuk melngukur kelmampuan 

ke luangan daelrah dalam melnghadapi masalah kelmiskinan. Selsuai 

untuk tujuan hasil pelnellitian Sirelgar (2007) bahwa Paulus (2016), 

Isramirwati dan Rasuli (2017) dan Anwar, Palar dan Samual (2016) 

PAD be lrpe lngaruh signifikan te lrhadap pelnurunan ke lmiskinan. PAD 

melnunjukkan salah satu pelnghasilan bellanja daelrah, Abdullah dan 

Halim (2004) melnelrangkan bahwa pelnghasilan pelndapatan suatu 

daelrah belrupa PAD belrpe lngaruh telrhadap bellanja suatu daelrah 

se lcara melnye lluruh. Jadi untuk tujuan be lrtambahnya pelnghasilan 

pe lndapatan suatu daelrah dari PAD akan le lbih melmbantu suatu 

daelrah dalam mellaksanakan anggaran yang belrpihak pada 

pe lnduduk miskin (prolpololr budge lting). 

DAU adalah transfelr dana dari pelmelrintah pusat kelpada 

pe lmelrintah daelrah dalam melndukung pe lmbangunan dan 

pe lngellollaan keluangan daelrah. Variabell ini melngacu pada dana 

yang dialolkasikan olle lh pelme lrintah pusat ke lpada pelme lrintah daelrah 

dalam melndukung pe lmbangunan dan pe lnge llollaan keluangan 

daelrah. Dana alolkasi umum melmiliki pe lranan pelnting dalam 

melnye ldiakan sumbelr daya tambahan bagi pelmelrintah daelrah, 

telrmasuk Kabupateln Acelh Timur, untuk melngatasi masalah 

ke lmiskinan. Pelnellitian Paulus (2016) melngungkapkan bahwa DAU 

be lrpelngaruh telrhadap tingkat angka kelmiskinan. Artinya 

pe lningkatan akan DAU akan melngurangi angka kelmiskinan. Hasil 

pe lnellitian Isramirwati dan Rasuli (2017) juga melmbuktikan bahwa 



 

 

9 

 

dana alolkasi umum mampu melngurangi jumlah Kelmiskinan dalam 

suatu daelrah. 

Me lnurut UU Nolmolr 32 Tahun 2004 bahwa “DAU 

pe lngalolkasiannya melne lkankan aspelk pe lmelrataan dan keladilan 

yang se llaras delngan pe lnye llelnggaraan urusan pe lme lrintahan”. 

Diyakini bahwa pelmelrintah daelrah akan dapat lelbih elfelktif 

melngalolkasikan PAD yang dite lrimanya untuk melmbayar 

pe lngelluaran daelrah di daelrahnya delngan transfe lr dana dari pusat. 

Pe lmelrintah daelrah melncelrminkan dalam pe lrkiraan APBD bahwa 

sumbe lr pelndapatan utama melre lka untuk olpe lrasi selhari-hari selring 

kali ditransfelr dari pelmelrintah felde lral. Tujuan dari transfelr ini 

adalah untuk melnjamin bahwa standar pe llayanan publik minimal 

telrpe lnuhi dan untuk melngurangi, jika tidak selpe lnuhnya 

melnghilangkan, keltidakselimbangan elkolnolmi antara pelme lrintah 

(Pe lmkab Acelh Timur 2023). 

Se lmelntara itu, DAU adalah dana yang dialolkasikan ollelh 

pe lmelrintah pusat untuk pelme lrintah daelrah bagi tujuan telrtelntu, 

se lpe lrti pelmbangunan infrastruktur. Variabe ll ini melrujuk pada dana 

alolkasi dari pe lmelrintah pusat kelpada pe lmelrintah daelrah untuk 

tujuan telrtelntu, se lpelrti pe lmbangunan infrastruktur dan prolgram-

prolgram kelse ljahtelraan masyarakat. Dana alolkasi khusus me lmiliki 

poltelnsi untuk melngurangi kelmiskinan delngan melnye ldiakan 

sumbe lr daya tambahan yang diarahkan langsung ke l dae lrah yang 

melmbutuhkan, selpe lrti Kabupateln Ace lh Timur. Hasil dari 

pe lnellitian (Kadafi & Murtala, 2020) me lnunjukkan bahwa Dana 
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Oltolnolmi Khusus tidak belrpe lngaruh telrhadap Kelmiskinan pada 

pe lmelrintah Prolvinsi Acelh. Pada dasarnya pe lmelrintah sudah 

melngupayakan untuk melngurangi tingkat angka Kelmiskinan 

dinyatakan selbagai untuk tujuan melmbe lrikan oltolnolmi khusus 

untuk suatu daelrah juga melngalolkasikan dana o ltolnolmi khusus. 

Tidak adanya pelngaruh antara pelmbe lrian dana oltolnolmi khusus 

dikarelnakan pelnyaluran dan pelnggunaan dari dana telrse lbut bellum 

telpat sasaran. Belrbanding telrbalik delngan hasil pelnellitian Rasu, 

Kume lnaung & Kollelangan (2019) melnghasilkan bahwa variabell 

DAU be lrpe lngaruh polsitif te lrhadap kelmiskinan. De lngan kata lain, 

pe lningkatan anggaran alolkasi khusus akan melndolrolng 

pe lrtumbuhan kelmiskinan, dan selbaliknya. 

De lngan anggaran daelrah yang mellayani kelpelntingan 

rakyat, pelmelrintah daelrah mungkin dapat melningkatkan 

ke lse ljahtelraan dan pellayanan masyarakat be lrdasarkan citra telrse lbut. 

Artinya, delngan melngalolkasikan dana yang telrkait langsung 

de lngan isu-isu telrse lbut, pelran pelmelrintah daelrah dalam 

melmpe lngaruhi kelmiskinan mellalui kelbijakan APBD diantisipasi 

untuk melnye llelsaikan masalah kelmiskinan saat ini. 

Terdapat beberapa gap penelitian yang dapat dieksplorasi 

dalam kajian tentang kemiskinan di Provinsi Aceh, khususnya di 

Kabupaten Aceh Timur. Pertama, penelitian dapat menganalisis 

hubungan sebab-akibat antara faktor-faktor tertentu, seperti 

pendidikan, akses kesehatan, infrastruktur ekonomi, dan kebijakan 

pemerintah, dengan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. 
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Selanjutnya, penelitian juga dapat memfokuskan pada analisis 

sektoral untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial yang 

dapat membantu mengurangi kemiskinan, seperti pariwisata, 

pertanian, atau pengembangan industri lokal. Evaluasi kebijakan 

juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan 

yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi 

kemiskinan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dapat 

menghalangi keberhasilan program-program bantuan sosial.  

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus penelitian 

yang relevan, dengan menganalisis program-program 

pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan keterampilan, akses 

terhadap modal usaha, dan partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan pembangunan. Terakhir, penelitian dapat 

mengeksplorasi pentingnya pendekatan lintas sektoral dan 

kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi 

kemiskinan, serta mengidentifikasi model kemitraan yang efektif 

antara sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil. Melalui 

penelitian-penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan 

berharga bagi pengambilan kebijakan dan implementasi program 

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. 

Dari uraian latar bellakang diatas pelnulis telrtarik melngkaji 

pe lrmasalahan pelne llitian telrkait “Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus 

Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pelngaruh Pe lndapatan Asli Dae lrah (PAD) 

telrhadap kelmiskinan di Kabupateln Acelh Timur? 

2. Bagaimana pelngaruh Dana Alolkasi Umum (DAU) telrhadap 

ke lmiskinan di Kabupateln Ace lh Timur? 

3. Bagaimana pelngaruh Dana Alolkasi Khusus (DAK) 

telrhadap kelmiskinan di Kabupateln Acelh Timur? 

4. Bagaimana pelngaruh PAD, DAU, dan DAK te lrhadap 

ke lmiskinan di Kabupateln Ace lh Timur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk me lngeltahui pelngaruh Pe lndapatan Asli Dae lrah 

(PAD) te lrhadap kelmiskinan di Kabupateln Ace lh Timur 

2. Untuk me lngeltahui pe lngaruh Dana Alolkasi Umum (DAU) 

telrhadap kelmiskinan di Kabupateln Acelh Timur 

3. Untuk me lngeltahui pelngaruh Dana Alolkasi Khusus (DAK) 

telrhadap kelmiskinan di Kabupateln Acelh Timur 

4. Untuk melnge ltahui pelngaruh PAD, DAU, dan DAK 

telrhadap kelmiskinan di Kabupateln Acelh Timur  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Telolritis 

Pe lne llitian ini harapannya dapat melnambah khazanah ilmu 

pe lngeltahuan, baik bagi pelnelliti maupun bagi pelmbaca. 

Untuk pe lne lliti di masa delpan, se lbagai sumbe lr infolrmasi 
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untuk melmbuat publikasi ilmiah baru, se lrta sumbelr 

re lfelre lnsi dan data tambahan untuk pe lnelliti lain yang 

be lrminat pada bidang studi ini. 

2. Manfaat Praktis 

Me lndapatkan pelngeltahuan telntang elntitas se lktolr publik, 

telrutama yang belrkaitan delngan isu-isu yang se lcara 

langsung melmpelngaruhi pe lmelrintah dae lrah. Masyarakat 

mungkin melrasa lelbih mudah untuk me lngawasi dan 

melngatur kinelrja pelme lrintah daelrah selsuai delngan telmuan 

pe lnellitian khususnya di Kabupateln Ace lh Timur dalam 

melngalolkasi pelndapatan daelrah untuk melnurunkan angka 

ke lmiskinan.  

3. Manfaat Kelbijakan 

Pe lmelrintah dapat melmanfaatkan telmuan pe lnellitian ini 

untuk melmandu ke lputusan kelbijakan yang be lrtujuan 

melnurunkan ke lmiskinan. selbagai sumbelr daya bagi selmua 

olrang yang telrlibat dalam stratelgi ini untuk bellajar guna 

melmaksimalkan elfelktivitasnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan  

BAB I PE lNDAHULUAN 

Bab pe lrtama yaitu bab pelndahuluan. Pada bab ini 

diuraikan pelnjellasannya melncakup latar bellakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan pelne llitian, manfaat 

pe lnellitian, selrta siste lmatika pelmbahasan. 
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BAB II LANDASAN TE lOlRI 

Bab ke ldua bab pelmbahasan telolritis. Pada bab ini 

nantinya dibahas melncakup telolri-telolri dan pe lnellitian 

telrdahulu yang melndukung pe lne llitian telrkait, kelrangka 

belrpikir, dan pelnge lmbangan hipoltelsis. Telolri-telolri yang 

ingin dipakai melnjadi dasarnya bahas telntang 

gambaran umum. 

BAB III ME lTOlDOlLOlGI PE lNE lLITIAN 

Bab ke ltiga yaitu bab meltoldel pe lne llitian. Di bab inilah 

bagian yang belrisikan melngelnai meltoldel pe lnellitian yang 

akan dipakai, jelnis dan sumbe lr data, sampell pe lnellitian, 

se lrta variabell pe lnellitian dan meltolde l analisis data. 

BAB IV HASIL PE lNE lLITIAN DAN PE lMBAHASAN 

Bab ke lelmpat melrupakan bab yang melmbahas melnge lnai 

karaktelristik relspolnde ln, delskriptif variabell. Selrta 

melmbahas de lngan deltail uji validitas, re lliabilitas, re lgrelsi 

linelar belrganda, hipoltelsis dan juga hasil pelnellitian 

pe lngaruh dari variabell X de lngan variabell Y. 

BAB V PE lNUTUP 

Bab kellima belrisi melnge lnai pelnutup, ke lsimpulan dan 

saran yang telrdapat pada pelne llitian. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Kemiskinan  

Me lnurut Badan Pusat Statistik, keltidakmampuan untuk 

melnye ldiakan kelbutuhan paling dasar se lse lolrang, apakah itu 

be lrhubungan delngan makanan atau tidak, adalah apa yang dikelnal 

se lbagai kelmiskinan. Di seltiap bagian ne lgara, telrmasuk nelgara 

be lrkelmbang selpe lrti Indolnelsia, kelmiskinan adalah tantangan yang 

se lring kita hadapi dalam kelhidupan se lhari-hari. Keltidakmampuan 

untuk melmbayar tingkat kelhidupan khas yang dinikmati ollelh 

pe lnduduk di daelrah telrtelntu diselbut selbagai kelmiskinan. 

Ke ltidakmampuan untuk melnye ldiakan kelbutuhan dasar selse lolrang, 

telrmasuk pakaian, makanan, dan telmpat tinggal, ditandai delngan 

kolndisi ini. Ke lmampuan belrpe lnghasilan re lndah melmpe lngaruhi 

kapasitas selse lolrang untuk melncapai pelrsyaratan hidup standar, 

telrmasuk kelse lhatan masyarakat, standar pe lndidikan, kelse ljahtelraan 

umum, dan pelngangguran yang tinggi (Toldarol, 2011:250).  

Ke ltika melmpelrtimbangkan kelmiskinan dari be lrbagai 

pe lrspe lktif, itu dapat dianggap selbagai masalah multifaselt. Me lnurut 

Subandi (2016: 221), ke lmiskinan dapat dipandang se lbagai gagasan 

yang telrintelgrasi delngan lima aspelk: (1) ke lmiskinan (telpat dan 

ge lolgrafis), (2) ke ltelrgantungan, (3) isollasi, (4) ke ltidakbelrdayaan, 

dan (5) kelrelntanan telrhadap kolndisi darurat (statel olf elme lrge lncy). 

Ke lmiskinan didelfinisikan selbagai keltidakmampuan individu atau 
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ke llolmpolk untuk melmpe lrtahankan dan melnciptakan elksiste lnsi yang 

be lrmartabat selsuai de lngan Bappelnas atau Badan Pelrelncanaan 

Pe lmbangunan Nasiolnal (2015). Telrwujudnya kelse lhatan solsial, 

pe lkelrjaan, pangan, sandang, air belrsih, pe lndidikan, sumbelr daya 

alam, tanah, dan lingkungan, tindakan kelke lrasan yang aman, rasa 

aman dari pelrlakuan, dan kelmampuan melnye lsuaikan diri dalam 

ke lhidupan solsial adalah colntolh hak-hak dasar. 

Toldarol (2011:284), melnjellaskan bahwa ada elmpat katelgolri 

untuk polla kelmiskinan. Pe lrtama, kelmiskinan yang telrus me lnurun 

dise lbut selbagai kelmiskinan yang telrus-me lnelrus. Tipe l keldua adalah 

ke lmiskinan siklus, yang didelfinisikan se lbagai kelmiskinan yang 

umumnya melnce lrminkan siklus elkolnolmi. Polla keltiga adalah 

ke lmiskinan musiman, yang melngacu pada ke lmiskinan yang 

muncul selcara musiman dalam kolnte lks pe lrtanian dan pelrikanan. 

Polla ke lelmpat, kelmiskinan kelce llakaan, me lngacu pada kelmiskinan 

yang dihasilkan dari insideln kelke lrasan, be lncana alam, dan pelrang 

yang melnurunkan standar hidup masyarakat. 

 

2.1.1.1 Karakteristik Penduduk Miskin 

Ke lmiskinan adalah tidak adanya se lse lolrang untuk 

melme lnuhi kelbutuhan hidup, namun ada fitur lain yang belrvariasi 

telrgantung pada lolkasi. Ke lmiskinan sumbelr daya alam (SDA), 

lingkungan selkitar, dan sumbelr daya manusia (SDM) diidelntifikasi 

se lbagai kolndisi yang belrbelda.   
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Toldarol (2011:290), melnje llaskan ciri-ciri pe lnduduk miskin 

melliputi: 

1. Se lcara umum, melre lka ke lkurangan sumbelr daya te lnaga 

ke lrja selndiri, moldal, dan input prolduksi lainnya selpe lrti 

tanah dan keltelrampilan. 

2. Latar bellakang pelndidikan telrbatas. 

3. Mayo lritas belkelrja selcara mandiri, untuk usaha kelcil, 

se ltelngah melnganggur, atau melnganggur. 

4. Mayo lritas dari melrelka tinggal di dae lrah kumuh dan 

pe ldelsaan. 

5. Kurangnya kelmandirian dalam melmpe lrollelh pangan, 

sandang, telmpat tinggal, fasilitas kelse lhatan solsial lainnya, 

dan se lmbakol. 

 

2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan 

Subandi (2016:79), melnelrangkan kelmiskinan yang dialami 

ne lgara-nelgara be lrkelmbang karelna intelraksi dari e lnam karaktelristik 

melliputi:   

1. Ne lgara-nelgara belrkelmbang melmiliki tingkat pelndapatan 

nasiolnal yang rellatif relndah dan tingkat pelrtumbuhan 

e lkolno lmi yang molde lrat.  

2. Pe lndapatan pelr kapita selbagian belsar ne lgara Dunia Keltiga 

masih telrtinggal, delngan belbe lrapa bahkan melngalami 

stagnasi pelrtumbuhan. 

3. Distribusi disparitas pelndapatan yang sangat tidak melrata.  
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4. Telrus ditindas olle lh kelmiskinan elkstre lm yang dialami 

se lbagian belsar olrang di nelgara belrke lmbang. 

5. Ada banyak wabah pelnyakit, fasilitas yang tidak melmadai, 

ke lkurangan telnaga kelrja di selktolr ke lse lhatan, dan 

ke lkurangan gizi, yang belrko lntribusi telrhadap tingginya 

angka kelmatian bayi di nelgara-nelgara telrbe llakang. 

6. Matelri kurikulum sudah usang dan instruksi tidak 

melncukupi; Hal ini telrutama belrlaku di nelgara-nelgara 

be lrkelmbang. 

Subandi (2016:80), melngidelntifikasikan akar pelnye lbab 

ke lmiskinan selpe lrti yang telrlihat mellalui lelnsa e lkolnolmi. Pelrtama, 

ke lmiskinan dihasilkan dari polla kelpelmilikan sumbelr daya yang 

tidak seltara, yang mellahirkan kelse lnjangan pelndapatan. Olrang 

miskin melmilikinya, belrsama delngan sumbelr dayanya yang se ldikit 

dan kualitasnya yang buruk. 

Me lningkatnya kelmiskinan dalam keldua kasus te lrse lbut 

melrupakan akibat dari variasi kalibelr SDM. Re lndahnya kualitas 

sumbe lr daya manusia yang langka melnye lbabkan relndahnya 

prolduktivitas, yang pada gilirannya melnghasilkan gaji yang relndah. 

SDM be lrkualitas buruk dapat dikaitkan delngan kurangnya 

pe lngeltahuan, prasangka, kelputusasaan, atau gelneltika. Keltiga, 

ke lse lnjangan dalam aksels te lrhadap moldal adalah akar pelnye lbab 

ke lmiskinan. Hipoltelsis siklus ke lmiskinan yang tidak pelrnah 

be lrakhir belrasal dari tiga alasan kelmiskinan ini. Elkolnolm 

pe lmbangunan telrke lnal Nurksel me lngusulkan telsis ini pada tahun 
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1953, me lnyatakan bahwa “nelgara miskin miskin kare lna miskin” 

atau “a pololr coluntry is pololr be lcause l it is pololr”. 

Moldal relndah adalah akar pelnyelbab cacat, ke ltelrbe llakangan, 

dan prolduksi re lndah. Sellain itu, gaji melre lka dibatasi karelna olutput 

melre lka yang buruk. Pelndapatan atau gaji yang ditelrima juga 

dipelngaruhi ollelh tabungan dan invelstasi yang buruk ini. 

Ke ltelrbe llakangan akan dihasilkan dari inve lstasi yang relndah. 

De lngan delmikian, upaya dan elne lrgi yang cukup belsar harus 

diarahkan untuk melngurangi kelmellaratan agar dapat melmbelbaskan 

diri dari siklus kelmiskinan (Subandi, 2016: 86). Belrikut gambaran 

“lingkaran seltan kelmiskinan (viciolus circle l olf polve lrty)” melliputi: 

 

Gambar 2.1 

Vicious Circle of Powerty (Lingkaran Setan Kemiskinan) 

 

 

 

 

 

 

Sumbe lr: Nurkse l (dalam Subandi, 2016:91) 

Ketidaksempurnaan pasar,  
Keterbelakangan,  

Ketertinggalan 

Kekurangan modal 

Produktivitas Rendah Investasi Rendah 
 

Tabungan Rendah 

 

Pendapatan Rendah 
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Be lrikut ini adalah elmpat ellelme ln yang be lrkolntribusi 

telrhadap telrjadinya kelmiskinan:  

a. Re lndahnya Pelndidikan 

Kurangnya pelndidikan ini melnghasilkan kelmampuan 

telrbatas untuk pelrtumbuhan pribadi dan pelnurunan 

jangkauan kelse lmpatan kelrja. Tingkat pe lndidikan yang 

re lndah ini melmbatasi kapasitas selse lolrang untuk melncari 

dan melnangkap pelluang.   

b. Re lndahnya Kelse lhatan 

Nutrisi dan ke lse lhatan yang tidak melmadai melnye lbabkan 

pe lnurunan keltahanan fisik, dolrolngan, dan kelmampuan 

kolgnitif.  

c. Minimnya Lapangan Kelrja 

Pe lngangguran yang tinggi adalah masalah utama dalam 

ke lmiskinan karelna hasil dari pelke lrjaan yang telrbatas, dan 

melmbe lbaskan diri dari lingkaran seltan ke lmiskinan ini 

sangat sulit.  

d. Ke ladaan Telrisollasi 

Mayo lritas masyarakat miskin adalah melre lka yang telmpat 

tinggalnya telrisollasi dan jauh dari kolta. Kare lna lolkasinya 

yang telrisollasi, ia melrasa sulit untuk melngakse ls pelrawatan 

ke lse lhatan, pelndidikan, dan prolspe lk kelrja yang telrbatas, 

ollelh kare lna itu ia tidak melngalami tingkat kelmajuan yang 

sama delngan olrang lain. 
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2.1.1.3 Ukuran Kemiskinan 

Subandi (2016:79), melngungkapkan bahwa selmua indikatolr 

ke lmiskinan yang dianggap belrgantung pada kritelria telrte lntu 

telrmasuk dalam garis kelmiskinan. Keltika melnelntukan standar 

untuk melngukur ke lmiskinan, polla kolnsumsi me lmainkan pelran 

pe lnting. Jumlah pelrmintaan tambahan yang sangat belrvariasi, 

melnunjukkan biaya partisipasi dalam kelhidupan selhari-hari 

masyarakat, dan standar gizi minimal dan kelbutuhan melndasar 

lainnya untuk melmelnuhi pelnge lluaran yang dipreldiksi melmbelntuk 

garis kelmiskinan belrbasis kolnsumsi. Olrang-olrang di lingkungan 

yang belrpelnghasilan kurang dari Rp 7.057 pelr olrang pelr hari 

dianggap belrada di bawah pelrkiraan garis ke lmiskinan. Garis 

ke lmiskinan yang diprolye lksikan, yang melmpelrhitungkan kelbutuhan 

noln-makanan dan makanan, melnghasilkan nilai harian selbe lsar Rp 

7.057 untuk seltiap individu. Seltiap hari, se ltiap olrang melmbutuhkan 

2.100 kilolkalolri untuk kelbutuhan makan dasar. Seldangkan 

ke lbutuhan akan pelrumahan, makanan, ke lse lhatan, dan pelndidikan 

tidak telrkait delngan makanan. 

Pe lngukuran kelmiskinan, dijellaskan ollelh BPS yaitu delngan 

idel He lad Co lunt Indelx (HCI-POl), artinya, pelrse lntasel pe lnduduk 

yang hidup di bawah garis kelmiskinan digunakan untuk melngukur 

ke lmiskinan. Individu delngan pelnge lluaran pelr kapita bulanan rata-

rata di bawah ambang kelmiskinan dianggap miskin. Melne lrapkan 

rumus pe lrhitungan belrikut:  
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dimana :  

α = 0 

z = Garis Kelmiskiman  

yi = pelngelluaran rata-rata pelrkapita masyarakat selbulan dibawah 

garis ke lmiskinan  

(i = 1, 2, 3,........... q), yi <  z 

q = banyak masyarakat dibawah garis kelmiskinan    

n = jumlah pelnduduk 

 

 Ada tiga katelgolri ukuran kelmiskinan yang umum 

digunakan, yang melliputi: 

1. Ke lmiskinan Absollut 

Ke ltika pelnghasilan selse lolrang tidak melncukupi untuk 

melnutupi kelbutuhan dasarnya, melrelka dikatakan hidup 

dalam kelmiskinan. Tujuan dari gagasan ini adalah untuk 

melne ltapkan tingkat pelndapatan minimal yang cukup untuk 

melmastikan kelbutuhan dasar se lpelrti pakaian, makanan, dan 

telmpat tinggal. Melne lntukan sifat dan tingkat kelbutuhan 

minimal adalah tantangan utama delngan kolnse lp kelmiskinan 

absollut karelna keldua variabell ini dipelngaruhi ollelh belrbagai 

ke ladaan, telrmasuk iklim, tingkat pelrke lmbangan suatu 

ne lgara, dan adat istiadat (Toldarol, 2011:261). 
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2. Ke lmiskinan Rellatif 

Se lse lolrang dalam situasi ini mampu melmelnuhi pelrsyaratan 

dasarnya, namun ia masih jauh telrtinggal dalam skelma 

be lsar. Jika standar hidup di masyarakat belrubah, garis 

ke lmiskinan juga akan belrge lse lr, artinya kolnse lp ke lmiskinan 

be lrsifat dinamis atau akan sellalu ada. Kelmudian, kelmiskinan 

ada keltika ada kelse lnjangan solsial yang lelbih tinggi antara si 

kaya dan si miskin, dan prolpolrsi polpulasi yang le lbih tinggi 

diklasifikasikan selbagai miskin (Subandi, 2016:80). 

3. Ke lmiskinan Kultural 

Se lse lolrang dalam keladaan ini dikatakan malas dan lelbih suka 

diam daripada belkelrja untuk melningkatkan standar 

hidupnya; Delngan kata lain, dia miskin kare lna melntalitasnya 

se lndiri, yang belrasal dari kelmalasannya.  

 

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.1.2.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Situngkir (2019), PAD adalah pelne lrimaan daelrah yang 

asalnya dari sumbelr asli daelrah. Pasal 157 UU Nol. 32/2004 telntang 

Pe lmelrintah Daelrah dan Pasal 6 UU Nol. 33/2004 telntang 

Pe lrimbangan Keluangan antara Pelmelrintah Pusat dan Pelmelrintah 

Dae lrah melne lrangkan bahwasanya “sumbelr PAD te lrdiri Pajak 

Dae lrah, Reltribusi Daelrah, hasil pelnge llollaan kelkayaan daelrah yang 

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah” (Manelk & Badrudin, 

2016). 
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Be lrdasarkan Undang-Undang Nol. 32 Tahun 2004 te lntang 

Pe lmelrintahan Daelrah, melnje llasakan PAD yang te lrdiri dari 

pe lnelrimaan pajak daelrah, hasil reltribusi daelrah, hasil pelngello llaan 

ke lkayaan daelrah yang telrpisah, dan PAD lain yang sah, melrupakan 

salah satu sumbelr pelndapatan daelrah. Dipe lrkirakan bahwa 

ke lnaikan PAD akan melnghasilkan bellanja pelme lrintah daelrah yang 

lelbih tinggi dan pelningkatan kualitas layanan publik. Felnolme lna 

yang telrjadi adalah bahwa kelnaikan pelndapatan asli daelrah tidak 

dise lrtai delngan pe lningkatan anggaran yang se lsuai untuk 

pe lngelluaran daelrah. Ini karelna pe lndapatan asli daelrah banyak 

digunakan untuk melndanai pelngelluaran lain. PAD adalah sumbelr 

pe lndapatan yang dihasilkan olle lh pelmelrintah daelrah dari belrbagai 

aktivitas elkolnolmi di wilayahnya. PAD adalah salah satu kolmpo lneln 

utama dalam keluangan daelrah yang digunakan untuk melmbiayai 

be lrbagai kelgiatan pelme lrintahan, pelmbangunan, dan pellayanan 

publik.  

Me lnurut UU Nol. 33 tahun 2014 pasal 1, “PAD adalah 

pe lndapatan yang dipelro llelh dae lrah yang dipungut belrdasarkan 

pe lraturan daelrah se lsuai delngan pelraturan pelrundang-undangan 

yang be lrlaku”. Selbagai tanda delse lntralisasi, PAD be lrtujuan untuk 

melmbe lrikan pelmelrintah daelrah ke lkuasaan untuk melmbiayai 

pe lmbelntukan oltolnolmi daelrah seljalan delngan kelmampuan daelrah 

(Tahar & Zakhiya, 2011). 

Untuk melngurangi kelte lrgantungan pada pelndanaan dari 

pe lmelrintah felde lral, pelmelrintah daelrah melnggunakan PAD, sumbelr 
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asli pelndapatan daelrah yang ditelrima di daelrah, selbagai moldal 

dasar untuk melmbiayai pelmbangunan dan pe lrusahaan daelrah 

(Mane lk & Badrudin, 2016). 

Undang-undang yang melne ltapkan PAD dite lrapkan di 

daelrah di bawah bimbingan pelraturan pe lmelrintah daelrah yang 

mellarang melmungut atau melnggunakan se lbutan sellain yang 

ditelntukan olle lh undang-undang (Paselki eltal., 2014). 

Di Indolnelsia, Undang-Undang Nolmolr 33 Tahun 2004 

telntang Pelrimbangan Keluangan antara Pe lmelrintah Pusat dan 

Pe lmelrintah Daelrah melrupakan pelraturan pelrundang-undangan 

yang mellaksanakan delse lntralisasi fiskal. Pe lngalihan kelwe lnangan 

pe lmelrintah pusat kel daelrah untuk tujuan melngatur dan melnge llolla 

urusan pe lmelrintahan dalam struktur Nelgara Ke lsatuan Relpublik 

Indolne lsia dikelnal selbagai delselntralisasi fiskal, selsuai kelrangka 

hukum. Undang-undang melmbelri pelme lrintah feldelral we lwe lnang 

untuk melmbelrikan oltolritas oltolnolm kelpada pelmelrintah daelrah atas 

pe lngumpulan dan alolkasi pe lndapatan untuk tujuan 

melnge lmbangkan, melneltapkan, dan mellaksanakan priolritas 

pe lmbangunan (Manelk & Badrudin, 2016). 

 

2.1.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Be lrikut adalah belbe lrapa sumbelr PAD yang umum di 

Indolne lsia:   
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1. Pajak Daelrah 

Pajak Daelrah: Pajak daelrah melncakup belrbagai jelnis pajak 

yang dikelnakan ollelh pe lme lrintah daelrah, se lpe lrti pajak 

ke lndaraan belrmoltolr, pajak holtell, pajak re lstolran, pajak 

re lklamel, dan pajak-pajak lainnya. Pe lmelrintah daelrah 

melmiliki welwe lnang untuk melne ltapkan tarif pajak dan 

melngumpulkan pelndapatan dari pajak ini. Melnurut 

Undang-Undang Nol. 28/2009 te lntang pajak daelrah dan 

re ltribusi daelrah “Pajak daelrah se lbagai bagian dari PAD 

adalah kolntribusi yang diwajibkan dari olrang pribadi 

atau badan yang telrutang kelpada daelrah yang belrsifat 

melmaksa belrdasarkan undang-undang, de lngan tidak 

melndapatkan imbalan selcara langsung dan digunakan untuk 

ke lpelrluan daelrah selbagai kelmakmuran masyarakat” 

(Mane lk & Badrudin, 2016). 

Pajak daelrah melmainkan pelran pe lnting dalam 

bagaimana olpelrasi pe lmelrintah dilakukan. Fungsi 

pe lndapatan dan fungsi pelngaturan adalah dua pelran yang 

dapat dimainkan olle lh pajak daelrah. Pe lran ini dijellaskan di 

bawah ini: (DJPK, 2018). 

a. Fungsi Pe lne lrimaan 

Tujuan utama pajak daelrah adalah untuk melndukung 

kas dae lrah. Delngan kata lain, pelmelrintah daelrah 

melnggunakan fungsi pelne lrimaan selbagai sarana 

melnggalang dana dari masyarakat untuk belrbagai 
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ke lbutuhan finansial. pelrtumbuhan lolkal. Pe lran ini juga 

be lrfungsi untuk melnunjukkan prinsip e lfisielnsi, yang 

melnyatakan bahwa pelndapatan dari pelngumpulan pajak 

daelrah harus sama de lngan jumlah pelnge lluaran paling 

se ldikit. 

b. Fungsi Pe lngaturan 

Pajak daelrah juga belrfungsi untuk melngolntroll atau 

melngatur. Pelmelrintah daelrah dapat melmanfaatkan 

pajak daelrah se lbagai alat untuk melncapai tujuan 

telrte lntu. Dalam hal ini, kelmampuan untuk 

melnge lndalikan pajak daelrah dapat digunakan untuk 

melmpe lngaruhi belrapa banyak barang dan jasa telrte lntu 

yang dikolnsumsi. 

2. Re ltribusi Daelrah: Reltribusi daelrah melrupakan pelne lrimaan 

yang dipelrollelh pe lmelrintah daelrah dari pelmbelrian izin atau 

pe lnyeldiaan layanan telrtelntu ke lpada masyarakat atau 

pe lrusahaan. Colntolh re ltribusi daelrah melliputi reltribusi 

pasar, reltribusi parkir, reltribusi jasa pellayanan kelse lhatan, 

dan reltribusi lainnya;  

3. Pe lndapatan dari Sumbelr Daya Alam: Jika daelrah 

melmpunyai poltelnsi SDA se lpe lrti tambang, pelrkelbunan, 

atau hutan, pelmelrintah daelrah dapat melmpe lrollelh 

pe lndapatan dari kelgiatan elksplolitasi atau pelngello llaan 

sumbe lr daya alam telrse lbut. Pe lndapatan ini dapat belrasal 
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dari rolyalti, pajak, atau bagi hasil yang dipelrolle lh dari 

aktivitas elkolnolmi yang telrkait delngan sumbelr daya alam;  

4. Pe lndapatan dari Pelrusahaan Daelrah: Pe lmelrintah daelrah 

juga dapat melmiliki pelrusahaan atau badan usaha selndiri 

yang be lrolpelrasi di wilayahnya. Pelndapatan dari pelrusahaan 

daelrah dapat belrasal dari kelgiatan bisnis se lpelrti pelrusahaan 

air minum, pelrusahaan listrik, atau pelrusahaan transpolrtasi 

yang dimiliki atau diolpelrasikan ollelh pe lmelrintah daelrah. 

Sumbe lr pelndapatan asli daelrah juga dapat belrasal dari 

be lrbagai sumbelr lainnya, selpelrti hasil pelngello llaan 

ke lkayaan daelrah, pelndapatan dari kelgiatan pariwisata, 

sumbangan atau hibah dari pihak keltiga, dan sumbelr 

pe lndapatan lain yang diizinkan ollelh pelraturan pelrundang-

undangan. Pe lmelrintah daelrah me lmiliki ke lwe lnangan dan 

tanggung jawab untuk melnge llolla dan me lningkatkan 

pe lndapatan asli daelrah guna me lmbiayai ke lbutuhan dan 

priolritas pelmbangunan selrta melningkatkan kelse ljahtelraan 

masyarakat di wilayahnya (Anwar, Palar & Samual, 2016). 

 

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah 

Untuk me lmungkinkan pellaksanaan pelngumpulan pajak 

yang e lfisieln dan sukse ls, pajak dae lrah harus me lmatuhi se ljumlah 

kritelria umum. Belbe lrapa prinsip utama pajak yang baik diuraikan 

di sini, diambil dari belrbagai prinsip pelrpajakan yang ditelrapkan 

se lcara telratur, melliputi (DJPK, 2018): 
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a. Prinsip ke ladilan 

Prinsip ke ladilan melne lkankan pelntingnya kelse limbangan 

be lrdasarkan kelmampuan masing-masing subje lk pajak 

daelrah, kelse limbangan atas kelmampuan subjelk pajak 

didelfinisikan selbagai melncelgah diskriminasi dalam 

pe lmungutan pajak di antara wajib pajak delngan 

ke lmampuan selrupa. Me lnurut prinsip ini, se ltiap masyarakat 

de lngan keltelrampilan yang belrvariasi melmbelrikan 

kolntribusi yang belrbe lda belrdasarkan kelmampuan masing-

masing. Pelmungutan pajak harus dilakukan telrhadap selmua 

subje lk pajak selsuai delngan batasannya masing-masing.  

b. Prinsip Ke lpastian 

Ide l ini melnyolrolti nilai keljellasan bagi wajib pajak selrta 

siste lm pelngumpulan. Di antara banyak aspe lk pajak daelrah 

yang pelrlu dikeltahui adalah undang-undang yang 

melngaturnya, subjelk, olbjelk, tarif, dan alasan di balik 

pe llaksanaannya, selrta tata cara pelmungutannya. Karelna 

se lmuanya dikolntroll delngan jellas, seltiap olrang harus 

melme lnuhi kolmitmeln melre lka untuk melmbayar pajak daelrah 

tanpa ragu-ragu. Inilah yang akan dibelrikan ollelh 

ke lbelradaan kelpastian. 

c. Prinsip Ke lmudahan 

Gagasan ini melnyolrolti beltapa pelntingnya pelmbayar pajak 

daelrah melme lnuhi tugas melrelka pada waktu yang telpat. 

Ke ltika pelmbayar pajak daelrah melndapatkan uang, pajak 
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daelrah harus dikumpulkan. Dalam hal ini, jika masyarakat 

tidak melmiliki sarana keluangan untuk melmbayar, nelgara 

tidak dapat melmungut pajak daelrah. Se lbe llum masyarakat 

dapat belrkolntribusi kelpada daelrah mellalui pajak daelrah, 

bahkan daelrah harus melnawarkan kelse lmpatan bagi melrelka 

untuk melndapatkan lelbih banyak uang. 

d. Prinsip E lfisielnsi 

Prinsip telrse lbut melnggarisbawahi pelrlunya pelngumpulan 

pajak yang elfisieln, di mana biaya yang dikelluarkan dalam 

prolse ls pe lngumpulan pajak tidak bollelh melle lbihi jumlah 

toltal pajak yang ditelrima. Pe lndelkatan ini didasarkan pada 

gagasan bahwa pelngumpulan pajak kolta harus folkus pada 

meltolde l yang melmbelrikan pelndapatan pajak paling banyak 

de lngan biaya selre lndah mungkin. 

 

2.1.2.4 Fungsi Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki beberapa fungsi 

yang sangat penting dalam konteks pembangunan daerah. Berikut 

adalah beberapa fungsi utama dari Pendapatan Asli Daerah: 

(Wulandari & Iryanie, 2018) 

1. Membiayai pembangunan daerah: Salah satu fungsi utama 

PAD adalah sebagai sumber pendanaan untuk 

melaksanakan pembangunan di daerah. Dana yang 

diperoleh dari PAD digunakan untuk membiayai proyek-

proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, 
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pariwisata, dan sektor-sektor lain yang berkontribusi pada 

perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. 

2. Menunjang otonomi daerah: PAD menjadi salah satu 

indikator penting dalam menilai kemandirian keuangan 

daerah. Dengan memiliki sumber pendapatan sendiri, 

daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan 

pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dana 

dari pemerintah pusat. Hal ini mendorong terciptanya 

otonomi daerah yang lebih baik. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Dana yang 

diperoleh dari PAD dapat digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di daerah. Misalnya, dana 

tersebut dapat dialokasikan untuk memperluas akses 

masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, 

infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Hal ini akan 

berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan 

kualitas hidup penduduk setempat. 

4. Mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan lain: 

Dengan memiliki sumber pendapatan yang cukup melalui 

PAD, daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada 

sumber pendapatan lain seperti dana transfer dari 

pemerintah pusat. Hal ini memberikan fleksibilitas dan 

stabilitas keuangan bagi daerah dalam melaksanakan 

program pembangunan jangka panjang. 
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5. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal: Penggunaan dana 

PAD yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

lokal. Misalnya, melalui investasi pada sektor-sektor 

ekonomi potensial di daerah, seperti industri, pertanian, 

pariwisata, dan perdagangan. Pendapatan yang dihasilkan 

dari sektor-sektor tersebut akan berkontribusi pada 

peningkatan pendapatan masyarakat dan menggerakkan 

roda perekonomian di daerah. 

Dalam kesimpulannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung 

pembangunan daerah. Selain sebagai sumber pendanaan, PAD juga 

dapat meningkatkan otonomi daerah, meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, mengurangi ketergantungan pada sumber 

pendapatan lain, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh 

karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan 

pengelolaan dan peningkatan PAD guna mencapai pembangunan 

yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. 

 

2.1.2.5 Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Aji, Kirya, & Susila, 2018), indikator Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) adalah hasil dari pengelolaan kekayaan yang 

dipisahkan dan berperan sebagai sumber pendanaan pembangunan 

daerah. Pendapatan yang diperoleh melalui PAD dapat bervariasi 

setiap tahunnya, sehingga berdampak pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). 
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Untuk mengukur variabel PAD, dapat dilakukan dengan 

menggunakan perhitungan skala rasio. Pendekatan ini 

memperhitungkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah 

dengan beberapa faktor terkait, seperti Pendapatan Domestik 

Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, atau luas wilayah 

daerah. Dengan demikian, perhitungan rasio ini dapat memberikan 

gambaran tentang sejauh mana PAD berkontribusi terhadap faktor-

faktor tersebut. 

Pengukuran PAD dengan menggunakan skala rasio dapat 

memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan dan merencanakan pembangunan. Dengan 

memantau perubahan rasio PAD dari waktu ke waktu, pemerintah 

daerah dapat mengidentifikasi tren pertumbuhan atau penurunan 

PAD, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 

meningkatkan penerimaan PAD melalui upaya pengelolaan 

kekayaan yang lebih efektif. 

Namun, penting untuk diingat bahwa pengukuran PAD 

dengan skala rasio hanya merupakan salah satu metode yang 

digunakan, dan terdapat berbagai faktor lain yang juga perlu 

dipertimbangkan dalam mengukur dan menganalisis PAD secara 

menyeluruh. 

Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. 

Adapun dalam pengukuran PAD dapat dilakukan dengan 

perhitungan 
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PAD = Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain 

pendapatan daerah yang sah. 

 

Menurut Adisasmita (2016:101), indikator Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terdiri dari: 

1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah: Merupakan pendapatan 

yang diperoleh dari pengelolaan aset-aset atau kekayaan 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya, 

pendapatan dari penyewaan aset daerah, hasil penjualan 

tanah milik daerah, atau pendapatan dari perusahaan daerah. 

2. Hasil retribusi daerah: Merupakan pendapatan yang 

diperoleh dari pungutan jasa atau pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pihak 

ketiga. Contohnya, pendapatan dari retribusi parkir, 

retribusi pasar, atau retribusi izin usaha. 

3. Hasil pajak daerah: Merupakan pendapatan yang diperoleh 

dari pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

terhadap masyarakat atau pihak ketiga. Contohnya, 

pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, atau 

pajak restoran. 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah: Merupakan 

pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori hasil 

pengelolaan kekayaan daerah, hasil retribusi daerah, atau 

hasil pajak daerah, namun secara sah diakui sebagai 
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Pendapatan Asli Daerah. Contohnya, pendapatan dari sanksi 

administrasi, pendapatan dari perjanjian kerja sama, atau 

pendapatan dari sumbangan masyarakat. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan dana hak daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. PAD diperoleh melalui pajak daerah, 

retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Tingkat 

PAD yang diperoleh sangat mempengaruhi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) karena PAD merupakan salah satu 

sumber pendanaan utama untuk membiayai program-program 

pembangunan dan pelayanan publik di daerah. 

 

2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)  

2.1.3.1 Definisi Dana Alokasi Umum (DAU) 

Ahmad (2019: 142) me lnelrangkan tujuan DAU, yang 

diambil dari keluntungan APBN, adalah untuk melndistribusikan 

sumbe lr daya keluangan antar daelrah se lcara adil untuk melndukung 

ke lbutuhan lolkal sambil melmbe lrlakukan delse lntralisasi. Melnurut 

Kuncurol (2014), DAU adalah "blolck grant" yang belrarti bahwa 

daelrah dibelri we lwe lnang untuk melmbellanjakannya selsuai delngan 

tujuan dan kelbutuhan melrelka untuk melningkatkan layanan 

masyarakat sambil melmpraktikkan oltolnolmi daelrah. Dinyatakan 

be lrbelda, tujuan alolkasi DAU adalah untuk melndistribusikan 

kapasitas selcara adil untuk melmbelrikan layanan publik di antara 

pe lmelrintah daelrah Indolnelsia. 
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Me lnurut UU Nol. 33 Tahun 2000 telntang pelrimbangan 

ke luangan antara pelmelrintah pusat dan daelrah, bahwa “DAU adalah 

dana yang dialolkasikan delngan tujuan pe lmelrataan kelmampuan 

ke luangan antar daelrah untuk melndanai ke lbutuhan daelrah dalam 

rangka pellaksanaan delse lntralisasi, belsarnya DAU dite ltapkan 

se lkurang-kurangnya 26 pelrse ln dari pelndapatan dalam nelge lri yang 

diteltapkan dalam APBN” (Ismail & Hakim, 2014).  

Pasal 37 ayat 3 dan ayat 4 PP Nol. 55/2005 melnjellaskan 

“dalam hal melne lntukan prolpolrsi antara Prolvinsi dan 

Kabupateln/Kolta, prolpolrsi diteltapkan delngan kapasitas 10% dan 

90%” (Ke lmelnkelu, 2016). 

Pe lnge lrtian alolkasi dasar dan kelse lnjangan anggaran 

digunakan dalam pelrhitungan alolkasi DAU untuk masing-masing 

daelrah. Ke lse lnjangan fiskal adalah pelrbe ldaan antara kelbutuhan 

fiskal dan kapasitas fiskal daelrah, seldangkan pelrhitungan alolkasi 

dasar hanya digunakan untuk melngukur pe lngelluaran daelrah dan 

tidak dimaksudkan untuk melmbayar upah atau gaji kelpada PNSD. 

Badan statistik pelmelrintah atau lelmbaga pelmelrintah yang 

be lrwe lnang melmpublikasikan data yang dapat 

dipelrtanggungjawabkan melrupakan sumbe lr data pelrhitungan DAU 

(DJPK, 2019). 

Struktur APBN, DAU dan DBH adalah ke llolmpolk je lnis 

Dana Transfelr Umum (DTU). Be lrdasarkan UU No l. 15 Tahun 2017 

telntang APBN TA 2018, “Pe lme lrintah melngarahkan dalam 

pe lngalolkasian DTU minimal selbelsar 25% digunakan untuk bellanja 
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infrastruktur daelrah yang dapat belrpelngaruh langsung telrhadap 

pe lrcelpatan pelmbangunan fasilitas pellayanan publik dan elkolnolmi 

diharapkan dapat melningkatkan lapangan kelrja, melngurangi 

tingkat kelmiskinan dan melngurangi ke lse lnjangan pelnye ldiaan 

layanan publik antar daelrah untuk melningkatkan kelse ljahtelraan 

masyarakat” (DJPK,2019). 

DAU adalah “blolck grant” yang dibelrikan ke lpada selmua 

kabupateln dan kolta untuk melnjelmbatani kelse lnjangan antara 

ke lmampuan melre lka dan kelbutuhan ke luangan melre lka. Ini 

didistribusikan selsuai delngan folrmula yang melngikuti peldolman 

khusus, umumnya melnunjukkan bahwa daelrah telrbe llakang dan 

miskin harus melne lrima bagian yang lelbih be lsar daripada yang 

kaya. Dinyatakan belrbelda, tujuan utama alolkasi. DAU be lrolpe lrasi 

dalam sistelm Indolnelsia untuk me lndistribusikan kapasitas 

pe lmbelrian layanan publik di selluruh pelme lrintah daelrah selcara adil 

(Fauzan, 2006). 

 

2.1.3.2 Tahapan-Tahapan Menghitung Dana Alokasi Umum 

Me lkanismel pelngalolkasian DAU melnurut DJPK (2016) 

melliputi belbelrapa tahap yaitu: 

1. Tahapan Akadelmis 

Ke llolmpolk akadelmisi oltolnolm dari belrbagai univelrsitas 

melnye llelsaikan tahap pelrtama dari prolse ls pe lnyusunan 

ke lbijakan Dana Alolkasi Umum, me lmastikan bahwa itu 
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se lsuai delngan pelrsyaratan olto lnolmi daelrah dan keltelntuan 

hukum Indolnelsia. 

2. Tahapan Administratif 

Saat ini, Direlktolrat Jelnde lral Pe lrimbangan Ke luangan, 

se lbuah divisi dari Kelme lntelrian Ke luangan, seldang 

melngumpulkan dan melmvalidasi data dari elntitas telrkait 

yang melmbelrikan infolrmasi dasar yang dipelrlukan untuk 

melnghitung DAU untuk melmastikan bahwa itu telrkini dan 

asli. 

3. Tahapan Telknis 

Tahap telknis pe lrhitungan DAU yang akan dikolnsultasikan 

adalah tahap pelrcolbaan. Selbagaimana disyaratkan olle lh 

undang-undang, pelmelrintah hingga DPR RI dilaksanakan 

de lngan melnggunakan rumus DAU de lngan teltap 

melmpe lrtanggungjawabkan telmuan relkolme lndasi akadelmik. 

4. Tahapan Pollitis 

Tahap telrakhir adalah tahap pollitik. Pelmbahasan melnge lnai 

pe lrhitungan dana alolkasi umum dilakukan antara 

pe lmelrintah dan DPRD RI dalam rangka kolnsultasi dan 

pe lrse ltujuan hasil dana telrse lbut. 

2.1.3.3 Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum 

Se lsuai UU Nol. 33 Tahun 2004 telntang Pelrimbangan 

Ke luangan antara Pelmelrintah Pusat dan Pe lmelrintahan Daelrah, 

“DAU untuk suatu daelrah dialolkasikan atas dasar cellah fiskal dan 

alolkasi dasar”. Ke lse lnjangan fiskal telrjadi ke ltika kelmampuan fiskal 
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suatu daelrah me lngurangi pelrmintaan anggarannya. Dana Alolkasi 

Umum ditelntukan delngan melmpelrtimbangkan jelnis-jelnis belrikut: 

(DJPK, 2019). 

1. Data untuk pelrhitungan alolkasi dasar Pe lrhitungan alolkasi 

dasar melliputi bellanja Pelgawai Nelge lri Sipil Daelrah 

(telrmasuk THR dan gaji kel-13 noln Tukin/TPP) dan folrmasi 

Caloln Pe lgawai Ne lgelri Sipil Daelrah (CPNSD). 

2. Data untuk pelrhitungan kelbutuhan fiskal melliputi : 

a). Toltal Bellanja Rata-Rata. 

b). Jumlah Pelnduduk. 

c). Luas Wilayah Darat.  

d). Luas Wilayah Laut. 

e l). Indelks Ke lmahalan Kolnstruksi (IKK). 

f). Inde lks Pe lmbangunan Manusia (IPM).  

g). Pro lduk Dolme lstik Relgiolnal Brutol (PDRB) pe lr kapita. 

3. Data pelrhitungan kapasitas fiskal yaitu: 

a). Pe lndapatan Asli Daelrah (PAD). 

b). Dana Bagi Hasil (DBH) Sumbelr Daya Alam. 

c). DBH Pajak. 

4. Be lrikut ini melnjellaskan pe lnyeldia data yang digunakan 

untuk melnghitung DAU yang didistribusikan kel suatu 

wilayah: (Kelmelnkelu, 2016). 

Alolkasi dasar 

a). Gaji PNSD : Dae lrah dan kelme lnkelu. 

b). Fo lrmasi PNSD : Ke lme lnpan-RB (Relfolrmasi Birolkrasi). 
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Ke lbutuhan fiskal  

a). Jumlah pelnduduk : Kelmelndagri/BPS. 

b). Luas wilayah : 

Ke lmelndagri dan BIG (badan infolrmasi gelolspasial). 

c). IKK: BPS. 

d). IPM : BPS.  

e l). PDRB Pe lrkapita : BPS dan Kelmelndagri.  

f). TBR : Daelrah dan Kelmelnke lu. 

Kapasitas fiskal 

a). PAD : Dae lrah dan Kelmelnke lu.  

b). DBH pajak : Kelme lnkelu.  

c). DBH SDA : Ke lme lnke lu. 

2.1.3.4 Peran Dana Alokasi Umum 

Peran Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk mendorong 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah di Indonesia. DAU 

merupakan bagian dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah 

daerah dengan tujuan mendanai kebutuhan daerah dalam konteks 

desentralisasi. 

Dengan adanya DAU, pemerintah pusat berupaya 

mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah yang 

bisa terjadi akibat disparitas pendapatan dan potensi ekonomi antar 

daerah. DAU diberikan berdasarkan penerapan formula yang 

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Formula 

tersebut mencakup beberapa variabel seperti jumlah penduduk, luas 
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wilayah, tingkat kemiskinan, tingkat ketergantungan terhadap 

sektor tertentu, dan faktor-faktor lain yang relevan. 

Dengan menggunakan formula tersebut, alokasi DAU dapat 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing 

daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan 

yang lebih adil dan proporsional kepada daerah-daerah yang 

memiliki keterbatasan sumber daya atau kesulitan dalam 

menghasilkan pendapatan sendiri. 

Melalui DAU, pemerintah daerah dapat memperoleh sumber 

pendanaan tambahan yang diperlukan untuk pembangunan dan 

penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan di tingkat daerah. 

DAU juga membantu mendorong pembangunan ekonomi regional, 

pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik di 

daerah. 

Pengembangan dan modifikasi DAU terus dilakukan untuk 

memperbaiki mekanisme alokasi dan memastikan bahwa dana 

tersebut dapat mencapai tujuan pemerataan yang diinginkan. 

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan formula 

alokasi DAU, serta memperhatikan dinamika dan kebutuhan daerah 

dalam proses pengalokasian dana tersebut (Sidik & dan 

Masyarakat, 2016). 
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2.1.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 

tentang Dana Perimbangan, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan 

diterima oleh setiap daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Alokasi dasar: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

ada di daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

besaran DAU. Alokasi dasar ini mencerminkan kebutuhan 

keuangan daerah dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan 

bagi PNS. 

2. Jumlah penduduk: Besarnya populasi atau jumlah penduduk 

suatu daerah juga menjadi pertimbangan dalam perhitungan 

DAU. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, 

semakin besar pula kebutuhan keuangan yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

3. Luas wilayah daerah: Luas wilayah sebuah daerah juga 

menjadi faktor yang mempengaruhi alokasi DAU. Daerah 

dengan wilayah yang luas mungkin memerlukan lebih 

banyak sumber daya dalam hal infrastruktur, transportasi, 

dan pengelolaan wilayah. 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Besaran Pendapatan Asli 

Daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah setiap tahun juga 

dapat mempengaruhi alokasi DAU. Daerah yang memiliki 

PAD yang besar cenderung mendapatkan DAU yang lebih 
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kecil karena memiliki kemampuan keuangan yang lebih 

baik untuk membiayai kebutuhan daerah. 

5. Dana Bagi Hasil (DBH): DBH yang diperoleh dari 

pemerintah pusat juga menjadi faktor yang mempengaruhi 

alokasi DAU. DBH merupakan bagian dari pendapatan 

daerah yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam dan 

sektor-sektor tertentu, seperti migas atau pertambangan. 

Besaran DBH yang diterima oleh sebuah daerah akan 

memengaruhi alokasi DAU yang diterima. 

Pemerintah menggunakan faktor-faktor di atas untuk 

melakukan perhitungan dan pengalokasian DAU kepada masing-

masing daerah. Tujuan utama dari penggunaan faktor-faktor 

tersebut adalah untuk mencapai pemerataan dan keadilan dalam 

pembagian dana antar daerah. 

2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) 

2.1.4.1 Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Abdul Halim (2007) melnguraikan bagaimana uang DAK, 

yang didistribusikan kel daelrah untuk melmbantu melmbayar 

ke lbutuhan telrte lntu, melrupakan sumbelr daya yang diambil dari 

anggaran nelgara. Undang-Undang Nolmolr 33 Tahun 2004, 

melnje llaskan “DAK adalah dana yang belrsumbe lr dari pelndapatan 

APBN yang dialolkasikan kelpada daelrah telrtelntu. Wilayah yang 

melne lrima DAK harus melnye ldiakan dana pelnye lsuaian paling tidak 

10% dari DAK yang ditransfe lr ke l wilayah, dan dana pelnye lsuaian 

ini harus dianggarkan dalam anggaran daelrah (APBD)”. DAK 
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sangat pelnting bagi dinamika pelmbangunan sarana dan prasarana 

pe llayanan dasar di daelrah karelna se ljalan delngan prinsip 

de lse lntralisasi, pelmelrintah daelrah kini me lmikul akuntabilitas dan 

tanggung jawab untuk melmbelrikan pe llayanan dasar kelpada 

masyarakat. Me lnurut belbe lrapa sudut pandang telrse lbut di atas, 

DAK dide lfinisikan se lbagai uang yang diambil dari APBN dan 

dibelrikan kelpada daelrah untuk melmbantu melmbiayai kelbutuhan 

telrte lntu yang diselbarkan ollelh pe lmelrintah fe ldelral se lsuai delngan 

pe lraturan APBN. 

Adapun Pe lran  DAK yang akan dialolkasikan yaitu: 

1. Untuk melmbantu melnye ldiakan dana untuk inisiatif unik 

yang telrmasuk dalam kelprihatinan lolkal dan sellaras delngan 

tujuan nasiolnal. 

2. Me lndukung daelrah dalam melmelnuhi Standar Pellayanan 

Minimal untuk pellayanan else lnsial, khususnya di bidang 

ke lse lhatan, pelndidikan, dan prasarana (jalan, jelmbatan, 

irigasi, air minum, dan sanitasi). 

3. Untuk aturan khusus yang diuraikan dalam keltelntuan 

hukum dan pelraturan. 

 

2.1.4.2 Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus 

Menurut situs web (djpk.kemenkeu), kriteria pengalokasian 

Dana Alokasi Khusus (DAK) meliputi: 

1. Kriteria Umum: Kriteria ini dirumuskan berdasarkan 

kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari 
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penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) setelah dikurangi belanja pegawai negeri 

sipil daerah (PNSD). Dengan kata lain, kriteria ini mengacu 

pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung 

pembiayaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK. 

2. Kriteria Khusus: Kriteria ini dirumuskan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik khusus 

dari daerah tersebut. Otonomi khusus merujuk pada daerah-

daerah yang memiliki kewenangan dan karakteristik unik 

yang membedakannya dari daerah lain. Kriteria ini 

mempertimbangkan kebutuhan khusus dan karakteristik 

daerah yang bersangkutan dalam pengalokasian DAK. 

3. Kriteria Teknis: Kriteria ini disusun berdasarkan indikator-

indikator kegiatan khusus yang akan didanai melalui DAK. 

Kriteria ini melibatkan penentuan indikator kegiatan yang 

akan mendapatkan dukungan dana dari DAK, seperti 

pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau 

sektor-sektor lain yang menjadi fokus pemerintah dalam 

pengembangan daerah. 

Penggunaan kriteria-kriteria tersebut membantu pemerintah 

dalam menentukan alokasi dan penggunaan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) secara lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik masing-masing daerah. Hal ini bertujuan untuk 

mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan daerah 
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serta mendorong pemerataan pembangunan antar daerah di 

Indonesia. 

 

2.1.4.3 Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus 

Dikutip dari situs web (djpk.kemenkeu), pengalokasian Dana 

Alokasi Khusus (DAK) melibatkan dua tahapan dalam menghitung 

alokasi DAK, yaitu: 

1. Penentuan Daerah Penerima DAK: Pada tahap ini, 

dilakukan penentuan daerah-daerah tertentu yang akan 

menerima DAK. Penentuan ini dapat didasarkan pada 

kriteria-kriteria tertentu, seperti daerah dengan tingkat 

kemiskinan yang tinggi, daerah dengan infrastruktur yang 

belum memadai, atau daerah dengan kebutuhan khusus 

lainnya. Kriteria ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan 

kebijakan pemerintah dan tujuan dari DAK tersebut. 

2. Penentuan Besaran Alokasi DAK Masing-masing Daerah: 

Setelah daerah penerima DAK ditetapkan, dilakukan 

penentuan besaran alokasi DAK yang akan diterima oleh 

masing-masing daerah. Penentuan ini dapat dilakukan 

dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti 

karakteristik daerah, kebutuhan khusus, potensi 

pengembangan, dan indikator-indikator kegiatan yang akan 

didanai melalui DAK. Selain itu, kriteria umum yang 

mencerminkan kemampuan keuangan daerah juga dapat 

digunakan dalam menghitung besaran alokasi DAK. 
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Proses penghitungan alokasi DAK tersebut bertujuan untuk 

memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan dengan adil dan 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah penerima. Melalui 

penggunaan kriteria dan tahapan yang jelas, diharapkan DAK dapat 

memberikan dampak yang positif dalam pembangunan daerah dan 

pemerataan pembangunan di Indonesia. 

 

2.1.4.4 Kebijakan Dana Alokasi Khusus 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 

yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

655/KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 mengatur tata cara 

penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK). Kebijakan DAK yang spesifik termasuk, tetapi tidak 

terbatas pada: 

1. Prioritas untuk Daerah dengan Kemampuan Keuangan 

Rendah: DAK diprioritaskan untuk membantu daerah-

daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata 

nasional. Tujuannya adalah untuk mendanai kegiatan 

penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar 

masyarakat yang merupakan urusan daerah. 

2. Peningkatan Pembangunan di Daerah Tertentu: DAK 

digunakan untuk menunjang percepatan pembangunan 

sarana dan prasarana di daerah pesisir, pulau-pulau kecil, 

daerah perbatasan dengan negara lain, daerah 

tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta 

daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata. 
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3. Peningkatan Produktivitas dan Diversifikasi Ekonomi: 

DAK mendorong peningkatan produktivitas, perluasan 

kesempatan kerja, dan diversifikasi ekonomi terutama di 

pedesaan melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, 

kelautan dan perikanan, serta infrastruktur. 

4. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Infrastruktur: 

DAK bertujuan meningkatkan akses penduduk miskin 

terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui 

kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur. 

5. Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana: DAK 

bertujuan menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, 

mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi 

risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang 

lingkungan hidup, serta mempercepat penyediaan, 

meningkatkan cakupan, dan kehandalan pelayanan 

prasarana dan sarana dasar melalui kegiatan khusus di 

bidang infrastruktur. 

6. Dukungan dalam Dampak Pemekaran Daerah: DAK 

mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena 

dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan 

provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana 

pemerintahan. 

7. Keterpaduan dan Sinkronisasi Kegiatan: DAK bertujuan 

meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang 
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didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai oleh 

anggaran kementerian/lembaga dan kegiatan yang didanai 

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

8. Alih Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan: Secara 

bertahap, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

dialihkan untuk mendanai kegiatan yang telah menjadi 

urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari 

anggaran departemen pekerjaan umum, departemen 

pendidikan nasional, dan departemen kesehatan. 

Keputusan tersebut mengatur prinsip-prinsip dan arah 

kebijakan pengalokasian DAK untuk memastikan adanya 

pendanaan yang tepat dan efektif dalam mendukung pembangunan 

daerah dan pemerataan pembangunan di Indonesia. 

 

2.1.4.5 Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DA

K) 

1. Masih banyak wilayah telrtinggal, di mana kelmampuan 

kawasan untuk melmbayar selmua biayanya lelbih relndah. 

DAK be lrkolntribusi dalam pelmbiayaan infrastruktur dan 

sarana fisik yang dibutuhkan untuk me lmbelrikan 

pe llayanan dasar kelpada masyarakat. 

2. Pe lmbangunan yang tidak melrata, di mana DAK 

melndolrolng pe lmbangunan infrastruktur dan utilitas di 

daelrah telrtinggal lelbih celpat. 

3. Masih banyaknya pelngangguran, Me llalui inisiatif 

khusus di bidang pelrtanian, kellautan dan pelrikanan, 
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infrastruktur, dan bidang lainnya, DAK be lrtujuan untuk 

melmprolmolsikan prolduksi yang lelbih belsar, pelrluasan 

lapangan kelrja, dan elkolnolmi yang belragam telrutama di 

daelrah pe ldelsaan untuk melnurunkan pelngangguran. 

 

2.2 Penelitian Terkait  

Pe lne llitian telrkait melrupakan upaya pelnelliti untuk melnarik 

ke lse ljajaran selbe llum melne lmukan idel-ide l se lgar untuk pe lnellitian 

tambahan; Sellain itu, studi selbellumnya me lndukung pelne lmpatan 

pe lnellitian dan melnyolrolti olrisinalitasnya, telmuan pe lnellitian telrkait 

sangat dipelrlukan dalam melmpe lrkuat hasil pelne llitian yang 

se llanjutnya dilakukan olle lh pe lnulis. De lngan adanya pelne llitian 

telrkait, maka pelnulis dapat mellihat bagaimana hasil yang dipelrollelh 

be lrdasarkan acuan pelne llitian telrkait selpelrti pada Tabell dibawah: 

Tabel 2.1  

Penelitian Terkait 

No Nama/Judul/Tahun Variabel 
Metode 

Analisa 
Hasil 

Persamaan & 

Perbedaan 

1. Fikri, Uselp Sudrajat, 

dan Yudha Relmolfa/ “Pel

ngaruh 

PAD,DAU, dan DAK Tel

rhadap 

 Pelrtumbuhan Elkolnol

mi dan  

Kelmiskinan di Kabup

ateln Indragiri Hulu”/ 

(2019) 

PAD (X1),

 DAU 

(X2), dan 

DAK 

(X3), 

Pelrtumbu

han 

E lkolnolmi (

Y1), 

Kelmiskin

an (Y2) 

Kuantitatif 

(Relgrelsi 

Linelar 

Belrganda) 

(1) PAD, 

DAU, 

DAK 

baik 

selcara 

parsial 

maupun 

selcara 

simultan 

tidak 

belrpelnga

ruh 

telrhadap 

pelrtumbu

han 

Pelrsamaan : 

variablel X  

yang digunaka

n 

sama, melto ldel 

pelnellitian 

 

Pelrbeldaan : 

pelnellitian ini 

melnggunakan 

dua variabell Y, 

seldangkan  

pelnellitian yang 

dilakukan 

pelnelliti 
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No Nama/Judul/Tahun Variabel 
Metode 

Analisa 
Hasil 

Persamaan & 

Perbedaan 

elkolnolmi. melnggunakan 

satu variablel 

Y 

2. 

 

Paulus, Kollelangan, da

n Elngka 

“Analisis Pelngaruh P

AD,  

DAU dan DAK  Telrha

dap  

Kelmiskinan Mellalui B

ellanja 

Daelrah di Kolta Bitung

” (2019) 

PAD (X1), 

DAU 

(X2), dan 

DAK 

(X3), 

Kelmiskin

an 

(Y), Bellan

ja Daelrah 

(Z) 

Kuantitatif 

(Relgrelsi 

Linelar 

Belrganda) 

Hubungan 

antara 

PAD, DA

U,  

DAK telrha

dap 

kelmiskina

n 

mellalui Bel

lanja 

Daelrah ad

alah 

hubungan 

nelgatif. 

Seldangkan 

selcara 

kelselluruha

n 

dikeltahui 

bahwa 

jika telrjadi

  

Kelnaikan

 1 % 

pada Bell

anja 

Daelrah 

maka  

akan telrj

adi 

pelnuruna

n angka 

kelmiskin

an 

selkitar 0.

1856 

pelrseln 

Pelrsamaan : 

variabell X dan 

Y yang 

digunakan 

sama, melto ldel 

pelnellitian 

 

Pelrbeldaan : 

pelnellitian in

i 

melnggunak

an variabell 

moldelrasi 

 

 

  

3. Kadafi & Murtala/ 

Pelngaruh 

Pelndapatan Asli 

PAD (X1), 

DAU 

(X2), 

Kuantitatif 

(Relgrelsi 

Linelar 

(1) PAD 

bellum 

melmbelri

Pelrsamaan : 

variablel X dan 

Y digunakan 
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No Nama/Judul/Tahun Variabel 
Metode 

Analisa 
Hasil 

Persamaan & 

Perbedaan 

Daelrah, Dana 

Alolkasi Umum Dan 

Dana Oltolnolmi 

Khusus Telrhadap 

Tingkat Kelmiskinan 

Di Prolvinsi Acelh 

Pelrioldel 2010-2017/ 

(2020). 

DAK 

(X3), 

Kelmiskin

an (Y) 

Belrganda) kan 

dampak 

telrhadap 

pelngelnta

san 

Kelmiski

nan di 

Prolvinsi 

Acelh 

(2) DAU 

tellah 

melmbelri

kan 

dampak 

telrhadap 

pelngelnta

san 

Kelmiski

nan di 

Prolvinsi 

Acelh 

(3 DOlK 

bellum 

melmbelri

kan 

dampak 

telrhadap 

pelngelnta

san 

Kelmiski

nan di 

Prolvinsi 

Acelh 

sama, melto ldel 

pelnellitian 

 

Pelrbeldaan : 

lolkasi 

pelnellitian 

4. Rasu, Kumelnaung, 

& Kollelangan/ 

Analisis Pelngaruh 

Dana Alolkasi 

Khusus, Pelndapatan 

Asli Daelrah, Dana 

Alolkasi Umum Dan 

Dana Bagi Hasil 

Telrhadap Tingkat  

Kelmiskinan di Kolta 

PAD (X1), 

DAU 

(X2), 

DAK 

(X3), 

DBH 

(X4), 

Tingkat 

Kelmiskin

an (Y) 

Kuantitatif 

(Relgrelsi 

Linelar 

Belrganda) 

PAD 

belrpelnga

ruh   

nelgatif d

an 

signifika

n 

telrhadap 

tingkat 

kelmiskin

Pelrsamaan : 

variabell Y 

yang 

digunakan 

sama, melto ldel 

pelnellitian 

 

Pelrbeldaan : 

pelnellitian ini 

melnggunakan 
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No Nama/Judul/Tahun Variabel 
Metode 

Analisa 
Hasil 

Persamaan & 

Perbedaan 

Manadol (2021). an. 

DAU  

belrpelnga

ruh  

polsitif da

n tidak si

gnifikan  

telrhadap 

kelmiskin

an. DAK 

belrpelnga

ruh  

polsitif da

n  

tidak sig

nifikan 

telrhadap  

kelmiskin

an.   

4 variabell X 

seldangkan 

pelnellitian 

yang 

dilakukan 

melnggunakan 

3 variablel X 

5. Fitriyanti & 

Handayani/ 

Pelngaruh 

Pelndapatan Asli 

Daelrah (PAD), Dana 

Alolkasi Khusus 

(DAK), dan Bellanja 

Daelrah telrhadap 

Tingkat Kelmiskinan 

(Studi Kasus 35 

Kabupateln/Kolta di 

Prolvinsi Jawa 

Telngah Tahun 2012-

2016)/ (2021). 

 

PAD (X1), 

DAK 

(X2), Bella

nja 

Daelrah (X

3), Tingkat 

Kelmiskin

an (Y) 

Kuantitatif 

(Relgrelsi 

Linelar 

Belrganda) 

Hasil  

pelnellitia

n  

melnunju

kkan 

PAD, 

DAK 

belrpelnga

ruh 

nelgatif  

signifika

n akan  

pelnuruna

n  

angka 

Kelmiski

nan. 

Selcara 

simultan 

PAD, 

DAK, 

dan Bella

nja 

Daelrah  

Pelrsamaan : 

variablel Y 

yang 

digunakan 

sama, melto ldel 

pelnellitian 

 

Pelrbeldaan : 

Variabell X 

yang 

digunakan belr

belda, 

pelnellitian ini 

melnggunakan 

variablel PAD 

(X1), DAK 

(X2), Bellanja 

Daelrah (X3). 

Seldangkan 

pelnellitian yan

g dilakukan 

pelnelliti 

melnggunakan 

variabell PAD 
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No Nama/Judul/Tahun Variabel 
Metode 

Analisa 
Hasil 

Persamaan & 

Perbedaan 

belrpelnga

ruh 

signifika

n 

telrhadap 

Angka 

Kelmiski

nan 

(X1), DAU 

(X2), DAK 

(X3). 

6. Riza Amami dan Kik

i  

Asmara/ “Analisis 

Pelngaruh PAD, 

DAU, DAK, dan BM 

telrhadap Kelmiskinan

 di Kabupateln 

Ngawi”/ (2022) 

PAD (X1), 

DAU 

(X2), dan 

DAK 

(X3), BM 

(X4) 

Kelmiskin

an (Y) 

Kuantitatif 

(Relgrelsi 

Linelar 

Belrganda) 

PAD tida

k 

belrpelnga

ruh 

polsitif 

telrhadap 

kelmiskin

an, 

DAU 

belrpelnga

ruh 

nelgatif d

an 

signifika

n 

telrhadap 

kelmiskin

an DAK 

tidak 

belrpelnga

ruh 

nelgatif 

telrhadap 

kelmiskin

an.  

Pelrsamaan : 

variabell Y yan

g digunakan 

sama delngan 

meltoldel 

pelnellitian 

 

Pelrbeldaan : 

pelnellitian ini 

melnggunakan 

4 variabell X, 

seldangkan 

pelnellitian yan

g dilakukan 

melnggunakan 

3 variablel X. 

7. Dimas Felbriantol, Muc

htollifah 

“Pelngaruh PAD, DA

U dan  

DAK Telrhadap 

Pelrtumbuhan 

E lkolnolmi Delngan 

Kelmiskinan Selbagai 

Variabell Intelrvelning 

di Prolvinsi Jawa 

PAD (X1), 

DAU 

(X2), dan 

DAK 

(X3), 

Pelrtumbu

han 

E lkolnolmi (

Y), 

Kelmiskin

Kuantitatif 

(Relgrelsi 

Linelar 

Belrganda) 

PAD, D

AU 

melmiliki  

pelngaruh 

selcara 

langsung 

polsitif 

dan signi

fikan 

telrhadap 

Pelrsamaan : 

variablel X dan 

Y digunakan 

sama meltoldel 

pelnellitian 

 

Pelrbeldaan : 

pelnellitian ini 

melnggunakan 

variabell 
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No Nama/Judul/Tahun Variabel 
Metode 

Analisa 
Hasil 

Persamaan & 

Perbedaan 

Barat”/ (2022) an (Z) pelrtumbu

han 

elkolnolmi  

seldangka

n DAK 

melmiliki 

pelngaruh 

langsung 

polsitif 

dan tidak 

signifika

n. PAD, 

DAU, 

dan 

DAK mel

lalui 

kelmiskin

an 

melmiliki 

pelngaruh 

selcara 

tidak lan

gsung 

nelgatif d

an 

tidak sig

nifikan 

telrhadap 

pelrtumbu

han 

elkolnolmi. 

intelrvelning. 

 

 

2.3 Kerangka Berpikir  

Hubungan antara variabell indelpe lnde ln dan variabell 

de lpelnde ln dapat dijellaskan selbagai belrikut belrdasarkan kelrangka 

pikir yang diselbutkan di atas: 
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Gambar 2.2  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

2.4 Hubungan antar Variabel 

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur 

PAD me lrupakan pe lndapatan yang dihasilkan ollelh suatu 

daelrah dari sumbelr-sumbelr di dalam wilayah, telrmasuk pelndapatan 

asli yang belrasal dari pajak daelrah, reltribusi daelrah, pelndapatan 

ke lkayaan yang dipisahkan di dalam wilayah, dan sumbelr-sumbe lr 

lainnya. Pelngaruh PAD te lrhadap kelmiskinan di Kabupateln Ace lh 

Timur dapat belrvariasi, telrgantung pada se ljumlah faktolr dan 

ke lbijakan yang dilaksanakan ollelh pe lmelrintah daelrah. 

Pe lningkatan PAD dapat melmiliki dampak polsitif telrhadap 

pe lngurangan kelmiskinan jika pelndapatan yang dihasilkan 

Kemiskinan  

(Y) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

(X1) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

(X3) 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

(X2) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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digunakan delngan telpat dan elfisieln untuk melmbiayai prolgram-

prolgram pelmbangunan yang belrfolkus pada pelngelntasan 

ke lmiskinan. Misalnya, pelmelrintah daelrah dapat melnggunakan 

pe lndapatan telrse lbut untuk melningkatkan aksels masyarakat 

telrhadap pelndidikan, kelse lhatan, infrastruktur, dan prolgram-

prolgram solsial lainnya yang dapat melmbantu melngurangi tingkat 

ke lmiskinan. 

Se llain itu, pelningkatan PAD juga dapat melmbe lrikan pelluang 

bagi pelmelrintah daelrah untuk melningkatkan kualitas layanan 

publik dan melmpe lrluas prolgram-prolgram pelmbe lrdayaan elkolnolmi 

bagi masyarakat miskin. Misalnya, mellalui prolgram pellatihan 

ke ltelrampilan atau bantuan moldal usaha bagi kellolmpolk masyarakat 

yang relntan telrhadap kelmiskinan, selpe lrti pelre lmpuan, anak-anak, 

dan pelnyandang disabilitas. 

Namun, pe lngaruh PAD te lrhadap ke lmiskinan juga dapat 

telrbatas jika tidak ada kelbijakan yang telpat dalam pelngalolkasian 

dan pelnggunaannya. Jika pelndapatan yang dihasilkan tidak 

dise lbarluaskan selcara melrata atau tidak diarahkan untuk prolgram-

prolgram yang belrdampak langsung pada pe lningkatan kelse ljahtelraan 

masyarakat miskin, maka pelngaruhnya telrhadap pe lngurangan 

ke lmiskinan dapat telrbatas. Ollelh karelna itu, sangat pelnting bagi 

pe lmelrintah daelrah Kabupateln Ace lh Timur untuk me lngellolla PAD 

de lngan baik. Hal ini mellibatkan pelre lncanaan yang matang, 

pe lngawasan yang elfe lktif, selrta kelbijakan yang belrolrie lntasi pada 
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pe lngelntasan kelmiskinan dan pelningkatan kelse ljahtelraan 

masyarakat. 

Pe lne llitian Manelk (2016), telntang pelngaruh PAD dan 

pe lrimbangan telrhadap pelrtumbuhan elkolnolmi dan kelmiskinan, 

melnunjukkan bahwa PAD be lrpelngaruh signifikan nelgatif telrhadap 

ke lmiskinan. Isramiwarti (2017), dalam pelne llitiannya telntang 

pe lngaruh PAD, DAU, Dana Bagi Hasil, dan rasiol pe lnduduk 

telrhadap kelmiskinan, melnggunakan bellanja daelrah selbagai faktolr 

meldiasi, melne lmukan bahwa PAD mellalui Be llanja Daelrah melmiliki 

pe lngaruh signifikan dalam melnurunkan tingkat kelmiskinan. 

Se ldangkan pelnellitian Olktaviani (2018), telntang pelngaruh pinjaman 

daelrah dan PAD telrhadap kelmiskinan dan pelrtumbuhan elkolno lmi, 

melnunjukkan bahwa PAD me lmiliki pelngaruh signifikan telrhadap 

ke lmiskinan. 

 

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur 

DAU me lrupakan dana yang dialolkasikan ollelh pe lmelrintah 

pusat kelpada pelme lrintah daelrah selbagai bagian dari transfelr 

ke luangan pusat kel dae lrah. Pe lngaruh DAU te lrhadap kelmiskinan di 

Kabupateln Ace lh Timur juga dapat belrvariasi telrgantung pada 

se ljumlah faktolr dan kelbijakan yang diimplelmelntasikan ollelh 

pe lmelrintah daelrah. 

Pe lningkatan DAU dapat melmbelrikan dampak polsitif 

telrhadap pelngurangan ke lmiskinan jika dana telrse lbut digunakan 
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de lngan elfe lktif dan elfisieln untuk me lmbiayai prolgram-prolgram 

pe lmbangunan yang belrfolkus pada pelningkatan kelse ljahtelraan 

masyarakat miskin. Pelmelrintah daelrah Kabupateln Acelh Timur 

dapat melnggunakan DAU untuk melningkatkan aksels masyarakat 

telrhadap layanan pelndidikan, kelse lhatan, infrastruktur, dan 

prolgram-prolgram solsial lainnya yang dapat melmbantu melngurangi 

tingkat kelmiskinan. 

Se llain itu, pelningkatan DAU juga dapat melmbe lrikan pelluang 

bagi pelme lrintah daelrah untuk melnge lmbangkan se lktolr e lkolnolmi 

lolkal dan melnciptakan lapangan kelrja. De lngan melngalolkasikan 

dana telrse lbut untuk melndukung usaha mikrol, ke lcil, dan melnelngah 

(UMKM) se lrta prolgram-prolgram pe lmbelrdayaan elkolno lmi, 

pe lmelrintah daelrah dapat melmbantu masyarakat miskin untuk 

ke lluar dari lingkaran kelmiskinan. 

Namun, selpe lrti halnya delngan PAD, pelngaruh DAU telrhadap 

ke lmiskinan dapat telrbatas jika tidak ada kelbijakan yang telpat 

dalam pelngalolkasian dan pelnggunaannya. Jika dana telrse lbut tidak 

diarahkan selcara elfe lktif untuk prolgram-prolgram yang belrdampak 

langsung pada pe lningkatan kelse ljahtelraan masyarakat miskin, maka 

pe lngaruhnya telrhadap pelngurangan kelmiskinan dapat telrbatas. 

Olle lh karelna itu, pelnting bagi pelme lrintah daelrah Kabupateln 

Ace lh Timur untuk melngellolla DAU de lngan baik. Hal ini 

mellibatkan pelrelncanaan yang celrmat, pelngawasan yang keltat, se lrta 

ke lbijakan yang belrolrielntasi pada pelnge lntasan kelmiskinan dan 

pe lningkatan kelse ljahtelraan masyarakat. Pe lmelrintah daelrah juga 
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pe lrlu mellibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelrelncanaan 

dan pellaksanaan prolgram-prolgram yang didanai ollelh DAU guna 

melmastikan relle lvansi dan elfe lktivitasnya dalam melngurangi tingkat 

ke lmiskinan. 

 Pe lne llitian Syahidin (2020) melnelmukan bahwasannya telrjadi  

hubungan   ne lgatif  antara  Dana  Alolkasi  Umum  te lrhadap  

ke lmiskinan,  selhingga  kelte lrkaitan  yaitu  jika  Dana  Alolkasi  

Umum  melningkat maka telrjadi pelnurunan tingkat kelmiskinan. 

Se ldangkan dari hasil pelne llitian Wijaya, Arifin, & Hadi (2018) 

melne lmukan Dana Alolkasi Umum be lrpe lngaruh polsitif se lbelsar 0.18. 

Dana Alolkasi Umum tidak elfelktif dan tidak belrhasil dalam 

melngurangi ke lmiskinan pada Kab/Kolta di prolvinsi Jawa Timur. 

Kare lna adanya arah yang polsitif belrarti delnganmelningkatnya 

variabell Dana Alolkasi Umum akan melnambah angka kelmiskinan. 

Hasil pe lnellitian Rasu, Kumelnaung & Kolle langan (2019) 

melngungkapkan bahwa variabell DAU be lrpe lngaruh polsitif telrhadap 

ke lmiskinan. Belrarti, kelmiskinan akan melningkat seliring delngan 

pe lningkatan dana alolkasi umum, dan selbaliknya. Ini belrtelntangan 

de lngan gagasan bahwa kelmiskinan dan dana alolkasi umum 

be lrkolrellasi nelgatif. Pusat ini melnye ldiakan uang alolkasi umum, 

yang diharapkan dapat digunakan untuk inisiatif dan acara yang 

melndukung pe lngelmbangan elkolnolmi masyarakat. Keltika selbuah 

kolmunitas melngalami kelmajuan elkolnolmi, maka pelndapatan 

individu melningkat belrsamaan, melmungkinkan masyarakat untuk 
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melme lnuhi kelbutuhan fundamelntalnya dan melngurangi tingkat 

ke lmiskinan selcara kelse lluruhan. 

 

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur 

DAK adalah dana yang dialolkasikan olle lh pe lmelrintah pusat 

ke lpada pelmelrintah daelrah dalam melndukung pelmbangunan dan 

pe lngelntasan kelmiskinan di daelrah telrtelntu. Pe lngaruh DAK 

telrhadap ke lmiskinan di Kabupateln Ace lh Timur dapat melnjadi 

faktolr pe lnting dalam upaya melngurangi tingkat kelmiskinan di 

daelrah telrse lbut. 

Pe lningkatan DAK dapat melmbelrikan dampak polsitif 

telrhadap pelngurangan ke lmiskinan jika dana telrse lbut digunakan 

de lngan telpat dan elfisie ln untuk melmbiayai prolgram-prolgram yang 

be lrfolkus pada pelningkatan kelse ljahtelraan masyarakat miskin di 

Kabupateln Acelh Timur. Pelmelrintah dae lrah dapat melnggunakan 

DAK untuk me lningkatkan aksels masyarakat telrhadap layanan 

pe lndidikan, kelse lhatan, infrastruktur, prolgram pelmbelrdayaan 

e lkolnolmi, dan prolgram-prolgram solsial lainnya yang dapat 

melmbantu melngurangi tingkat kelmiskinan. 

DAK dapat difolkuskan pada selktolr-se lktolr yang melmiliki 

dampak langsung telrhadap pelnge lntasan kelmiskinan, selpelrti 

prolgram-prolgram bantuan solsial, pelnge lmbangan usaha mikrol, 

ke lcil, dan melnelngah (UMKM), pe lmbe lrdayaan pelrelmpuan, dan 

pe lningkatan kualitas pelndidikan. Delngan melnggunakan DAK 
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se lcara telpat sasaran, pelmelrintah daelrah dapat melmbantu 

masyarakat miskin dalam melningkatkan kualitas hidup melre lka dan 

melngurangi tingkat kelmiskinan. 

Namun, pelngaruh DAK te lrhadap kelmiskinan juga dapat 

telrbatas jika tidak ada pelre lncanaan yang matang, tata kellolla yang 

baik, dan pelngawasan yang elfe lktif dalam pelnggunaan dana 

telrse lbut. Pe lnting bagi pelmelrintah daelrah Kabupateln Ace lh Timur 

untuk melmiliki kelbijakan yang jellas dan transparansi dalam 

pe lngalolkasian, pellaksanaan, dan pelrtanggungjawaban pelnggunaan 

DAK agar dapat melmbelrikan dampak yang signifikan dalam 

pe lngurangan kelmiskinan. 

Se llain itu, pelnting juga untuk mellibatkan partisipasi aktif 

masyarakat dalam pelre lncanaan dan pellaksanaan prolgram-prolgram 

yang didanai ollelh DAK. De lngan me llibatkan masyarakat se lcara 

langsung, pelme lrintah daelrah dapat melmastikan bahwa prolgram-

prolgram yang diimplelmelntasikan selsuai delngan ke lbutuhan dan 

aspirasi masyarakat miskin di Kabupateln Ace lh Timur. 

Dalam kelsimpulannya, pelngaruh DAK te lrhadap kelmiskinan 

di Kabupateln Ace lh Timur dapat signifikan jika dana telrse lbut 

dikellolla delngan baik, digunakan untuk prolgram-prolgram yang 

telpat sasaran, dan mellibatkan partisipasi aktif masyarakat. Delngan 

pe lndelkatan yang hollistik dan telrpadu, DAK dapat me lnjadi 

instrumeln yang elfelktif dalam melngurangi tingkat kelmiskinan di 

daelrah telrse lbut. 
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Hasil pe lnellitian Rasu, Kumelnaung & Kolle langan (2019) 

melngungkapkan bahwa variabell DAK be lrpe lngaruh polsitif telrhadap 

ke lmiskinan. Belrarti, melningkatnya tingkat dana alolkasi khusus 

akan melndolro lng melningkatnya tingkat kelmiskinan dan selbaliknya. 

Halim (2002:65), melnjellaskan bahwa DAK adalah dana yang 

dialolkasikan APBN ke l belrbagai dae lrah untuk melmbantu 

pe lmbiayaan kelbutuhan khusus. Pelnggunaan DAK difolkuskan pada 

ke lgiatan invelstasi yang be lrkaitan delngan pe lnciptaan, akuisisi, 

pe lningkatan, dan pelmelliharaan infrastruktur dan fasilitas fisik 

de lngan umur elkolnolmis yang panjang, telrmasuk pelrollelhan fasilitas 

fisik tambahan. Distribusi DAK dipelrkirakan akan belrdampak pada 

distribusi anggaran bellanja moldal, karelna DAK ce lnde lrung 

melningkatkan aselt teltap milik pelmelrintah untuk melningkatkan 

pe llayanan publik (Ardhani 2011). Pelnellitian lain ollelh Pe lrmanasari 

(dalam Rasu, Kumelnaung & Kollelangan 2019) yang 

melngungkapkan bahwa DAK be lrpe lngaruh tidak signifikan 

telrhadap kelmiskinan di Kabupateln/Ko lta di Prolvinsi Jawa Telngah.  

 

2.4.4 Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Aceh Timur 

Pe lngaruh PAD, DAU, dan DAK te lrhadap kelmiskinan di 

Kabupateln Ace lh Timur sangat pelnting dan saling telrkait. Keltiga 

sumbe lr pelndapatan telrse lbut dapat belrkolntribusi dalam upaya 

pe lngurangan kelmiskinan jika digunakan se lcara elfe lktif dan elfisie ln 
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untuk melmbiayai prolgram-prolgram yang belrfolkus pada 

pe lningkatan kelse ljahtelraan masyarakat miskin. 

PAD: Pe lningkatan PAD dapat melmbelrikan sumbelr dana 

yang lelbih belsar bagi pelme lrintah daelrah Kabupateln Acelh Timur. 

Jika dikellolla delngan baik, PAD dapat digunakan untuk 

melningkatkan aksels masyarakat telrhadap layanan pelndidikan, 

ke lse lhatan, infrastruktur, dan prolgram-prolgram pelmbelrdayaan 

e lkolnolmi. Pelnggunaan PAD yang te lpat sasaran dapat melmbantu 

melngurangi tingkat kelmiskinan delngan melmbe lrikan kelse lmpatan 

yang lelbih baik bagi masyarakat miskin untuk melningkatkan 

kualitas hidup melrelka. 

DAU: DAU yang dite lrima ollelh pe lmelrintah daelrah 

Kabupateln Ace lh Timur juga dapat melmbe lrikan kolntribusi dalam 

pe lnanggulangan kelmiskinan. DAU dapat digunakan untuk 

melndukung pe lmbangunan infrastruktur, pe lmbelrdayaan elkolno lmi, 

dan pelnye ldiaan layanan publik yang be lrkualitas. Delngan 

melngalolkasikan DAU se lcara telpat, pe lmelrintah daelrah dapat 

melningkatkan aksels masyarakat telrhadap sumbe lr daya dan pelluang 

e lkolnolmi yang dapat melmbantu melngurangi kelmiskinan. 

DAK: DAK dapat melnjadi sumbelr dana tambahan yang 

digunakan untuk melmpelrkuat upaya pelnge lntasan kelmiskinan di 

Kabupateln Acelh Timur. DAK se lring kali ditujukan untuk prolgram-

prolgram khusus yang be lrfolkus pada pe lngurangan kelmiskinan, 

se lpe lrti bantuan solsial, pelmbelrdayaan elkolnolmi, dan pelningkatan 

akse ls telrhadap layanan solsial dasar. Delngan melnggunakan DAK 
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se lcara elfe lktif dan elfisie ln, pelme lrintah daelrah dapat melmpelrkuat 

prolgram-prolgram yang tellah ada dan me lngimplelme lntasikan 

inisiatif baru yang belrdampak langsung pada pelningkatan 

ke lse ljahtelraan masyarakat miskin. 

Pe lnting untuk dicatat bahwa kelbe lrhasilan pelngurangan 

ke lmiskinan tidak hanya telrgantung pada be lsarnya PAD, DAU, atau 

DAK yang ditelrima, teltapi juga pada pelnge llollaan yang baik, 

pe lrelncanaan yang matang, pelngawasan yang elfe lktif, selrta 

ke lbijakan yang belrolrielntasi pada pelnge lntasan kelmiskinan. Sellain 

itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pelre lncanaan dan 

pe llaksanaan prolgram-prolgram telrse lbut juga me lrupakan faktolr 

pe lnting untuk melncapai hasil yang olptimal. 

Me lnurut Jollianis (2016), dalam pe lnellitiannya yang 

melnganalisis pelngaruh PAD, DAU, dan DAK te lrhadap ke lmiskinan 

de lngan pelrtumbuhan elkolnolmi selbagai variabell intelrve lning, 

ke lsimpulannya ialah PAD be lrpelngaruh signifikan telrhadap 

ke lmiskinan. Dalam pelnellitian Paulus, Kolle langan, & Elngka, (2019) 

Dalam melmve lrifikasi analisis jalur, data delre lt waktu dari tahun 

2005 hingga 2015 diprolse ls me lnggunakan telknik analisis relgre lsi 

be lrganda. Hasil pelne llitian melnunjukkan adanya hubungan nelgatif 

antara PAD, DAU, dan DAK de lngan ke lmiskinan yang diukur 

de lngan bellanja daelrah.  Se ldangkan Bellanja Daelrah Kolta Bitung 

melmbe lrikan kolntribusi se lbelsar 0,6216 pe lrse ln, DAU 4,7930 pe lrse ln, 

dan 0,2101 pelrse ln telrhadap pelnurunan kelmiskinan selbe lsar 1 

pe lrse ln.  Se lcara umum, bagaimanapun, dike ltahui bahwa 
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pe lningkatan satu pelrse ln dalam pelnge lluaran daelrah akan 

melnghasilkan pelnurunan 0,1856% dalam tingkat kelmiskinan. 

 

2.5 Hipotesis 

Hipoltelsis pe lne llitian adalah sollusi se lmelntara untuk masalah 

pe lnellitian yang harus divalidasi mellalui re lspolns yang be lrasal dari 

telmuan pelne llitian. Pada pelne llitian ini nantinya dirumuskan 

hipoltelsis fungsi me lmbelri arahan dan peldolman saat mellaksanakan 

pe lnellitiannya. Hipolte lsis yang diajukan pada pelne llitian yakni 

se lbagai belrikut: 

H1  : Diduga telrdapat pelngaruh Pe lndapatan Asli Dae lrah 

(PAD) te lrhadap kelmiskinan di Kabupateln Acelh 

Timur. 

H2  : Diduga telrdapat pelngaruh Dana Alolkasi Umum 

(DAU) te lrhadap kelmiskinan di Kabupateln Acelh 

Timur. 

H3  : Diduga telrdapat pelngaruh Dana Alolkasi Khusus 

(DAK) te lrhadap kelmiskinan di Kabupateln Acelh 

Timur. 

H4  : Diduga telrdapat pelngaruh PAD, DAU, dan DAK 

telrhadap kelmiskinan di Kabupateln Acelh Timur. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain penelitian  

De lsain pelnellitian ini melncakup lingkup wilayah pelnellitian 

dan jelnis pelne llitian. Pelnellitian ini melnggunakan analisis 

kolre llasiolnal untuk melnginve lstigasi dampak dari tiga variabell 

indelpe lnde ln, yaitu Pelndapatan Asli Dae lrah (PAD) (X1), Dana 

Alolkasi Umum (DAU) (X2), dan Dana Alolkasi Khusus (DAK) 

(X3), te lrhadap variabell de lpelnde ln, yaitu tingkat kelmiskinan di 

Kabupateln Acelh Timur (Y). Meltoldollolgi pelne llitian ini belrsifat 

kuantitatif, karelna se lmua data yang digunakan, mulai dari 

pe lngumpulan data hingga intelrpreltasi data dan kelsimpulan analisis, 

dinyatakan dalam belntuk data numelrik. Dalam pelne llitian ini, 

tujuan dari analisis kuantitatif adalah melnge lvaluasi telolri-telolri 

telrte lntu delngan melmelriksa kolre llasi antara variabell-variabell yang 

ditelliti. Lingkup wilayah pelnellitian adalah pelmelrintah daelrah 

kabupateln Acelh Timur. 

 

3.2 Sumber Data  

Sumbe lr data pada pelne llitian ini ialah data selkunde lr. Data 

se lkunde lr adalah infolrmasi tangan keldua yang sudah dikumpulkan 

ollelh be lbe lrapa olrang (olrganisasi) untuk tujuan telrtelntu dan te lrse ldia 

untuk belrbagai pelne llitian. Data selkunde lr telrse lbut tidak murni  

dalam karaktelr dan te llah melnjalani trelatmelnt se ltidaknya satu kali. 

Colntolh data selkundelr adalah data yang dipelrolle lh dari Birol Pusat 
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Statistik (BPS), buku, lapolran, jurnal dan lain-lain. Sumbelr data 

yang digunakan pada pelnellitian ini yaitu dolkumeln Kabupateln Ace lh 

Timur dalam angka dan data kelmiskinan yang belrasal dari Badan 

Pusat Statistik Kabupateln Acelh Timur tahun 2017 hingga 2021. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Pe lne lliti melnggunakan pelndelkatan tinjauan litelratur dan 

dolkumelntasi untuk melngumpulkan data dalam pelne llitian ini. Jelnis 

data yang digunakan adalah data selkunde lr yang dipelrollelh dari 

lapolran ke luangan pelme lrintah daelrah Kabupateln Acelh Timur. Data 

telrse lbut be lrupa infolrmasi keluangan yang dinyatakan dalam belntuk 

numelrik. Se llain itu, data kelmiskinan digunakan selbagai variabell 

de lpelnde ln dan dipelrollelh dari Badan Pusat Statistik Kabupateln Ace lh 

Timur. Relntang waktu pe lngambilan data melliputi tahun 2017 

hingga 2021. Infolrmasi telrse lbut dapat diakse ls me llalui situs re lsmi 

Badan Pusat Statistik Kabupateln Acelh Timur.  

 

3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel  

De lfinisi olpe lrasiolnal variabell ialah pelnjabaran masing-

masing variabell telrdapat indikatolr-indikatolr yang melmbelntuknya. 

Dalam pelne llitian ini telrdiri atas variabell be lbas (indelpe lnde lnt) yaitu  

PAD  (X1), DAU (X2), dan DAK (X3), se ldangkan variabell telrikat 

(de lpelnde lnt) yaitu Kelmiskinan (Y). Olpe lrasiolnalisasi variabell 

pe lnellitian ini dapat dilihat dalam tabell belrikut :   
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Tabel 3.1  

Definisi Operasional Penelitian 

No. Variabel 

Definisi 

Operasional 

Variabel 

Indikator Skala 

1. PAD 

(Pe lndapatan 

Asli 

Dae lrah)   

Untuk 

melngurangi 

ke ltelrgantungan 

pada pelndanaan 

dari pelme lrintah 

fe ldelral, 

pe lndapatan asli 

daelrah, atau 

PAD, adalah 

sumbe lr asli 

pe lndapatan 

daelrah yang 

dihasilkan di 

wilayah telrse lbut. 

Ini digunakan 

se lbagai moldal 

dasar pelme lrintah 

daelrah untuk 

melmbiayai 

pe lrusahaan dan 

pe lrtumbuhan 

daelrah (Manelk 

& Badrudin, 

2016). 

PAD = HPD + RD 

+ PLPD + LPS  

 

Ke ltelrangan:  

PAD = Pe lndapatan 

Asli 

Dae lrah  

HPD = Hasil Pajak 

Dae lrah  

RD = Re ltribusi 

Dae lrah  

PLPD = 

Pe lndapatan 

dari Laba 

Pe lrusahaan 

Dae lrah  

LPS = Lain-lain 

Pe lndapatan 

yang Sah 

 

(Purwantol Fiolna, 

2013:38) 

Rasiol 

2. DAU (Dana 

Alolkasi 

Umum) 

Me lnurut Ahmad 

(2019: 142) 

DAU ialah dana 

yang diciptakan 

dari pelndapatan 

anggaran nelgara 

yang 

dimaksudkan 

DAU = Alolkasi 

Dasar + Cellah 

Fiskal 

 

Ke ltelrangan : 

Ce llah fiskal = 

ke lbutuhan fiskal - 

kapasitas fiskal 

Rasiol 
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untuk 

melndistribusikan 

sumbe lr daya 

ke luangan antar 

daelrah se lcara 

adil untuk 

melndukung 

ke lbutuhan 

daelrah se lkaligus 

melmbe lrlakukan 

de lse lntralisasi. 

 

(Purwantol Fiolna, 

2013: 38) 

3. DAK (Dana 

Alolkasi 

Khusus) 

Me lnurut Abdul 

Halim (2007) 

APBN 

melnye ldiakan 

dana kel daelrah 

mellalui Dana 

Alolkasi Khusus 

(DAK), yang 

digunakan untuk 

melmbantu 

melmbayar 

ke lbutuhan 

telrte lntu. 

Dana Alolkasi 

Khusus dihitung 

de lngan Kritelria 

umum. Kritelria 

umum dirumuskan 

mellalui 

Ke lmampuan 

Ke luangan Daelrah.  

 

Ke lmampuan 

Ke luangan Daelrah 

= Pe lnelrimaan 

umum APBD – 

Be llanja PNS 

Dae lrah. 

 

Sumbe lr : Lapolran 

Re lalisasi APBD. 

Rasiol 

4. Ke lmiskinan Me lnurut Badan 

Pusat Statistik, 

ke lmiskinan 

adalah 

ke ltidakmampuan 

pe lnuhi standar 

minimum 

ke lbutuhan dasar 

𝑃𝛼

=
1

𝑛
∑ [[

𝑧 − 𝑦𝑖

𝑧
]]

𝛼𝑞

𝑖−1

 

 

dimana:  

α = 0  

z = garis 

Rasiol 
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yang melliputi 

ke lbutuhan 

makan ataupun 

noln makan. 

ke lmiskinan  

𝑦𝑖 = rata-rata 

pe lngelluaran 

pe lr kapita 

se lbulan 

pe lnduduk 

yang belrada 

dibawah garis 

ke lmiskinan (i 

= 1, 2, 3..., q), 

𝑦𝑖< z  

q = banyaknya 

pe lnduduk 

yang belrada 

dibawah garis 

ke lmiskinan  

n = jumlah 

pe lnduduk 

 

Sumbe lr : BPS 

(2023) 

 

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan metode analisis data time series 

atau data runtut waktu. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

mencakup rentang waktu dari tahun 2017 hingga 2021. Data time 

series merupakan sekumpulan observasi yang dikumpulkan dalam 

interval waktu secara kontinu. Dalam penelitian ini, pengujian 

dilakukan menggunakan model regresi berganda. Regresi berganda 

adalah metode statistika yang digunakan untuk mengidentifikasi 

pola hubungan antar variabel. Model ini melibatkan lebih dari satu 
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variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel 

dependen. 

Analisis re lgrelsi linielr be lrganda adalah telknik analisis data 

yang digunakan dalam pelngujian hipoltelsis pe lne llitian ini. Selbe llum 

mellakukan analisis relgrelsi linielr belrganda, dilakukan uji asumsi 

klasik yang telrdiri dari uji autolkolre llasi, heltelrolske ldastisitas, 

multikollinelaritas, dan nolrmalitas data. Se llanjutnya, lakukan uji 

hipoltelsis untuk me lnge ltahui apakah variabe ll X dalam pelne llitian ini 

melmiliki dampak parsial atau simultan telrhadap variabell Y. Pakelt 

statistik untuk ilmu solsial, atau SPSS, digunakan untuk melmprolse ls 

data di selluruh pelnellitian. 

 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik  

Tels asumsi klasik dijalankan untuk mellihat apakah moldell 

re lgrelsi layak. Uji asumsi dilakukan delngan cara kolnvelnsiolnal 

se lbe llum mellakukan analisis relgre lsi. Te ls asumsi tradisiolnal yang 

digunakan dalam pelnye llidikan ini telrdiri dari: 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Tujuan uji nolrmalitas, melnurut Gholzali (2011), adalah 

untuk melne lntukan apakah variabell relsidual atau pelrancu dan moldell 

re lgrelsi melmiliki distribusi nolrmal. Gunakan Kollmolgolrolv 

Smirnolv's Te lst Nolrmalcy dalam pelrangkat lunak SPSS untuk 

melmve lrifikasi keladaan nolrmal. Kelsimpulan uji nolrmalitas ini 

didasarkan pada gagasan bahwa data dianggap didistribusikan 

se lcara telratur jika prolbabilitasnya lelbih belsar dari 0,05. 
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3.5.1.2 Uji Multikolinieritas 

Tujuan uji multikollinelaritas melnurut Bhuolnol Agung 

(2005:58), adalah untuk melnge ltahui apakah satu variabell 

indelpe lnde ln mirip delngan variabell lainnya. Hal ini tidak tunduk 

pada asumsi multikollinelaritas jika R2 lelbih be lsar dari nilai 

kole lfisieln ko lre llasi untuk se ltiap variabell indelpe lndeln. Ini 

melnunjukkan bahwa jika tidak ada kolre llasi atau kelmiripan di 

antara salah satu variabell indelpe lndeln, te ls ini belrhasil. 

3.5.1.3 Uji Autokorelasi 

Tujuan dari uji autolkolre llasi adalah untuk melne lntukan apakah 

ke lsalahan pelrancu pada pelrioldel t dan pe lriolde l t-1 (priolr) be lrkolre llasi 

dalam molde ll relgrelsi linielr. Moldell re lgrelsi be lbas kolre llasi-

autolkolre llasi adalah jelnis telrbaik. Keltika ada n sampell dalam 

pe lriolde l telrtelntu dari data delre lt waktu, autolkolre llasi selring hadir 

dalam sampell. Tels Durbin-Watsoln (te ls DW) dapat digunakan 

untuk melnelntukan apakah autolkolrellasi ada atau tidak ada (Imam 

Gholzali, 2011).  

Be lrikut adalah dasar untuk melne lntukan kelhadiran 

autolkolre llasi: 

1. Jika nilai kole lfisieln autolkolre llasi (Durbin-Watsoln) 

adalah noll, maka tidak ada autolkolrellasi jika nilai DW 

be lrada dalam relntang (du) dan (4-du). 

2. Jika nilai kole lfisieln autolkolre llasi lelbih be lsar dari noll, 

maka melnunjukkan adanya autolkolre llasi polsitif jika nilai 

DW kurang dari batas bawah (dl). 
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3. Jika telrdapat autolkolrellasi nelgatif, maka nilai DW lelbih 

dari (4-dl) dan kolelfisieln autolkolrellasi kurang dari noll. 

4. Jika hasilnya tidak jellas, artinya nilai DW belrada di 

antara du dan dl atau antara (4-du) dan (4-dl). 

 

3.5.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Me lnurut Imam Gholzali (2011: 139), uji he ltelrolske ldastisitas 

dipicu keltika kelsalahan atau relsidual yang diamati dalam molde ll 

tidak melnunjukkan varians yang kolnstan di antara pelngamatan 

lainnya. Untuk melmvisualisasikan uji heltelrolske ldastisitas, 

scattelrplolt atau grafik plolt me lrupakan alat yang belrguna. 

Scattelrplolt melmungkinkan titik-titik data telrse lbar selcara acak 

tanpa melmbelntuk polla telrtelntu. Jika telrdapat helte lrolske ldastisitas, 

pe lnyelbaran titik-titik data akan telrlihat di ke ldua arah, di atas dan di 

bawah sumbu Y noll. 

 

3.5.2 Analisis Regresi Linear  Berganda 

Telknik analisis data yang digunakan dalam pelne llitian ini 

yaitu melnggunakan relgre lsi linelar be lrganda, dimana data 

pe lngamatan biasanya tidak hanya diselbabkan olle lh satu variablel 

(Umar, 2011). Analisis ini digunakan se lbagai alat ukur untuk 

melnge ltahui selbe lrapa belsar tingkat pe lngaruh antara variabell 

de lpelnde ln (Y) dan indelpe lndeln (X). Me ltolde l ini bisa juga digunakan 

se lbagai ramalan selhingga dapat dipelrkirakan baik atau buruknya 

suatu variabell X telrhadap naik turunya variabell Y belgitu juga 
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se lbaliknya (Yulaifah, 2011). Untuk me lnghitung relgre lsi linelar 

be lrganda melnggunakan rumusan selbagai be lrikut: 

Y=a+ b1 X1 +b2 X2 + b3 X3+e l       

Ke ltelrangan : 

Y  = Ke lmiskinan  

X1  = Pe lndapatan Asli Daelrah (PAD) 

X2  = Dana Alolkasi Umum (DAU) 

X3  = Dana Alolkasi Khusus (DAK) 

A  = Kolnstanta  

b1,2,3  = Kole lfisieln Re lgrelsi  

e l  = Standar Elrrolr 

Pe lngo llahan data dilakukan melnggunakan aplikasi SPSS 

Statistic velrsioln 22. 

 

3.6 Pengujian Hipotesis  

Telrdapat dua jelnis uji yang digunakan dalam pelngujian 

hipoltelsis, yaitu uji hipoltelsis simultan (uji F) dan uji hipoltelsis 

parsial (uji t). Belrikut adalah pelnjellasan singkat telntang keldua uji 

telrse lbut:  

 

3.6.1 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) 

Tujuan dari pelngujian ini adalah untuk melnge ltahui apakah 

masing-masing variabell indelpelnde ln dalam pelrsamaan melmiliki 

dampak telrhadap nilai variabell inde lpelnde ln. Variabell delpe lnde ln 

dapat selcara signifikan melmpe lngaruhi variabell indelpe lnde ln jika 
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jumlah t lelbih dari t dalam tabell, dalam hal ini H0 ditollak dan H1 

dise ltujui. Nilai t yang lelbih kelcil dalam tabell melnunjukkan bahwa 

H0 dite lrima dan H1 ditollak, melnunjukkan bahwa variabell 

de lpelnde ln tidak melmiliki dampak yang telrlihat pada variabell 

indelpe lnde ln. Se llanjutnya, jika nilai sig kurang dari 0,1, ini 

melnunjukkan bahwa variabell delpe lnde ln melmpe lngaruhi variabell 

indelpe lnde ln, selpe lrti yang ditunjukkan ollelh nilai signifikan delngan 

tingkat kelsalahan 5%. Variabell indelpe lndeln tidak belrpelngaruh pada 

variabell delpelnde ln jika nilai sig lelbih be lsar dari 0,1 (Umar, 2011). 

Dalam pelne llitian ini, hipoltelsis yang akan di uji melnggunakan uji t 

adalah H1 dan H2. 

 

3.6.2 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk melnge lvaluasi apakah telrdapat 

hubungan yang signifikan antara faktolr indelpe lnde ln dan variabell 

de lpelnde ln. Dalam analisis ini, kita melmbandingkan nilai F 

olbse lrvasi delngan nilai F tabell untuk melmbuat kelputusan. Jika nilai 

F olbse lrvasi lelbih belsar dari nilai F tabell, maka hipolte lsis altelrnatif 

ditelrima karelna telrdapat pelngaruh yang signifikan. Selbaliknya, jika 

nilai F olbse lrvasi lelbih kelcil dari nilai F tabell, maka hipoltelsis 

altelrnatif ditollak karelna tidak ada pelngaruh yang signifikan 

(Wahyuni, 2013). Dalam pelnellitian ini, uji F digunakan untuk 

melnguji hipolte lsis H4. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Kabupateln Ace lh Timur melrupakan selbuah Kabupateln yang 

be lrada di sisi timur Prolvinsi Acelh, Kabupateln ini juga telrmasuk 

kaya minyak sellain Acelh Utara dan Acelh Tamiang. Kabupateln 

Ace lh Timur melmiliki luas wilayah se lbelsar 6.040,60 Km2, Se lcara 

administratif Kabupateln Ace lh Timur telrdiri dari 24 ke lcamatan, 54 

mukim, 513 delsa, 1 kellurahan dan 1.596 dusun.  

Se lcara umum Kabupateln Acelh Timur melrupakan dataran 

re lndah, pelrbukitan, Selbagian belrawa-rawa dan hutan mangrolve l, 

de lngan keltinggian belrada 0-308 m di atas pelrmukaan laut. 

Kolmolditas unggulan Kabupateln Acelh Timur yaitu selktolr pelrtanian 

dan jasa. Se lktolr pe lrtanian kolmolditas unggulannya adalah sub 

se lktolr tanaman pelrkelbunan delngan kolmolditas Kellapa Sawit, 

Kakaol, Karelt dan Kellapa. Sub se lktolr pe lrtanian kolmolditas yang 

diunggulkan belrupa Jagung dan Ubi kayu. 

 

VISI 

"Melmbangun tatanan ke lhidupan masyarakat Acelh Timur yang 

islami, belrmartabat, adil, dan delmolkratis belrlandaskan UUPA 

se lbagai wujud implelme lntasi MolU He llsinki kelse ljahtelraan selluruh 

rakyat Acelh Timur" 
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(Welbsite l Kab. Acelh Timur, 2020) 

 

MISI 

1. Me lnjalankan Syariat Islam selcara kaffah. 

2. Me lningkatkan pelndidikan dayah/pelsantreln se lcara telrpadu. 

3. Me lnjaga kelbelrlangsungan pelrdamaian. 

4. Me lngupayakan kellanjutan prolse ls re lintelgrasi, hak-hak 

masyarakat kolrban kolnflik dan elks kolmbatan. 

5. Me lwujudkan Golo ld Golve lrnance l dan akuntabell mellalui 

pe lnyelle lnggaraan pelme lrintahan yang aspiratif, partisipatif 

dan transparan. 

6. Me lningkatkan pelrelkolnolmian daelrah mellalui olptimalisasi 

poltelnsi basis dan pe lmbelrdayaan masyarakat. 

7. Me lningkatkan kualitas pellayanan publik dalam bidang 

ke lse lhatan, pelndidikan dan solsial dasar lainnya delngan 

melmanfaatkan IPTElK. 

8. Me lningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 

publik delngan melmpelrhatikan kelle lstarian lingkungan. 

9. Me lningkatkan kelte lntraman dan keltelrtiban umum dalam 

ke lhidupan belragama, belrne lgara dan belrmasyarakat 

(Welbsite l Kab. Acelh Timur, 2020).   

  



 

 

79 

 

4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

 

Tabel 4.1  

Statistik Deskriptif 

 

Berdasarkan output diatas dapat diketahui bahwa variabel 

Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai terendah sebesar -

8056555482 dan nilai tertinggi sebesar 359753868748.42 dengan 

nilai rata-ratanya sebesar 212714597287 dan standar deviasinya 

(tingkat sebaran datanya) sebesar 138272575432.  

Berdasarkan output diatas dapat diketahui bahwa variabel 

Dana Alokasi Umum (X2) memiliki nilai terendah sebesar 

5135111689000 dan nilai tertinggi sebesar 6077483871000 dengan 

nilai rata-ratanya sebesar 5679362582454 dan standar deviasinya 

(tingkat sebaran datanya) sebesar 349325365400.  

Berdasarkan output diatas dapat diketahui bahwa variabel 

Dana Alokasi Khusus (X3) memiliki nilai terendah sebesar 

961903149480 dan nilai tertinggi sebesar 1089682121169 dengan 

nilai rata-ratanya sebesar 1030545340384 dan standar deviasinya 

(tingkat sebaran datanya) sebesar 53189084467.  

Berdasarkan output diatas dapat diketahui bahwa variabel 

Kemiskinan (Y) memiliki nilai terendah sebesar 61640 dan nilai 
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tertinggi sebesar 63690 dengan nilai rata-ratanya sebesar 62826 dan 

standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 880.75536.  

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

Uji nolrmalitas tujuannya melne ltapkan apakah kumpulan 

data nolrmal atau tidak. Uji nolrmalitas dapat dilihat mellalui dua 

meltolde l, yang pelrtama mellalui nolrmal p-plolt dan yang keldua 

mellalui kollmolgolrolv smirnolv. Untuk mellihat nilai nolrmalitas 

mellalui kollmolgolrolv smirnolv de lngan ke ltelntuan : Jika nilai 

signifikansi (Sig.) > 0,05 maka data pelne llitian telrdistribusi nolrmal. 

Ke lbalikannya, apabila nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 de lngan 

de lmikian data pelnellitian tidak telrdistribusi nolrmal. 

Tabel 4.2  

Uji normalitas kolmogorov-smirnov 
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Dari tabell olutput SPSS diatas, dikeltahui bahwa nilai 

signifikansi Asymp. Sig. (2-taileld) se lbe lsar 0,080 > 0,05. Ollelh 

karelna itu dimungkinkan untuk melnyimpulkan bahwa data 

didistribusikan selcara nolrmal belrdasarkan alasan yang digunakan 

untuk melmbuat kelputusan uji nolrmalitas Kollmolgolrolv-Smirnolv 

se lbe llumnya. Akibatnya, asumsi atau kritelria nolrmalitas moldell 

re lgrelsi te llah telrpe lnuhi. 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Untuk melnge ltahui apakah ada variabell inde lpelnde ln dalam 

moldell yang mirip satu sama lain, dipelrlukan uji multikollinelaritas. 

Kolre llasi yang kuat dihasilkan keltika variabell indelpe lndeln mirip 

satu sama lain. Molde ll relgrelsi yang baik adalah yang tidak telrjadi 

ge ljala multikollinelaritas diantara variabell be lbas. Dasar pe lngambilan 

ke lputusan dalam uji multikollinelaritas be lrpeldolman pada Nilai 

Tolle lrancel, yaitu : Apabila nilai Tollelrancel > 0,10 artinya tidak 

telrjadi multikollinelaritas dalam molde ll relgre lsi. Apabila nilai 

Tolle lrancel < 0,10 artinya telrjadi multikollinelaritas dalam molde ll 

re lgrelsi. 
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Tabel 4.3  

Uji multikolinearitas  

 

Dari tabell olutput diatas, pada bagian Colllinelarity Statistics 

dikeltahui nilai Tollelrancel untuk variabell PAD (X1) se lbe lsar 0,346, 

DAU (X2) se lbe lsar 0,669, dan DAK (X3) se lbelsar 0,277. Kare lna 

se lmua nilai Tollelrance l variabell inde lpe lndeln > 0,10, De lngan 

de lmikian, dapat disimpulkan dari kelrangka pe lngambilan kelputusan 

tels multikollinelaritas bahwa moldell re lgre lsi tidak melnunjukkan 

ge ljala multikollinelaritas. 

Se llanjutnya peldolman kelputusan belrdasarkan nilai VIF 

(Variancel Inflatioln Factolr) yaitu: 

1. Apabila nilai VIF < 10,00 maka tidak telrjadi geljala 

multikollinelaritas dalam moldell re lgrelsi. 

2. Jika nilai VIF > 10,00 maka telrjadi geljala multikollinelaritas 

dalam molde ll relgre lsi. 
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Tabel 4.4  

Uji multikolinearitas VIF (Variance Inflation Factor) 

 

Be lrdasarkan tabell olutput diatas, pada bagian Colllinelarity 

Statistics dikeltahui nilai VIF untuk variabell PAD (X1) se lbe lsar 

2,888, DAU (X2) se lbe lsar 1,494 dan DAK (X3) se lbe lsar 3,611. 

Kare lna kelelmpat variabell indelpe lndeln < 10,00, Maka melngacu pada 

dasar pelngambilan kelputusan dalam uji multikollinelaritas dapat 

disimpulkan bahwa tidak telrjadi geljala multikollinelaritas dalam 

moldell re lgrelsi. 

 

4.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji autolkolre llasi melncari hubungan antara kelsalahan 

pe lrancu pada pelrioldel t dan kelsalahan pe lrancu pada pelrioldel t-1 

(se lbe llumnya) dalam molde ll relgrelsi linielr. Kurangnya geljala 

autolkolre llasi adalah tanda data yang baik. Durbin Watsoln kelrangka 

pe lngambilan kelputusan uji autolkolrellasi. 

1. Jika d (durbin watsoln) < dL atau > (4-dL) maka hipoltelsis 

noll ditollak, artinya ada autolkolre llasi. 

2. Jika d (durbin watsoln) te lrleltak antara dU dan (4-dU), maka 

hipoltelsis noll ditelrima, artinya tidak ada autolkolrellasi. 
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3. Jika d (durbin watsoln) telrleltak antara dL dan dU atau 

diantara (4-dU) dan (4-dL), artinya tidak belrkelsimpulan 

pasti. 

Be lrikut hasil uji autolkolre llasi Durbin Watsoln pada tabell 

dibawah: 

 

Tabel 4.5  

Uji autokorelasi Durbin Watson 

 

 

Tabell olutput "Moldell Summary" se lbellumnya tellah 

melnunjukkan nilai Durbin-Watsoln (d), yaitu 2,159. Se llanjutnya, 

de lngan melnggunakan rumus (k ; n). nilai ini dibandingkan delngan 

nilai tabell Durbin Watsoln pada signifikansi 5%. adapun jumlah 

variabell indelpe lndeln adalah 3 atau “k” = 3, selme lntara jumlah 

sampell atau “n” = 5, maka (k ; n) = (3 ; 93). Dikeltahui tidak 

telrdapat nilai dL dan dU (lihat pada tabell durbin watsoln). Kare lna 

tidak adanya nilai dL dan dU tidak dikeltahui apakah telrdapat geljala 

autolkolre llasi atau tidak. Olle lh karelna itu dilakukan uji run telst. 
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Tabel 4.6  

Tabel output uji Run Test 

 

 

Dasar pe lngambilan kelputusan pada Uji Run Te lst dapat 

dilihat selbagai belrikut, yaitu: 

1. Apabila nilai Asymp.Sig.(2-taileld) < 0,05 artinya ada geljala 

autolko lre llasi 

2. Se lbaliknya, jika nilai Asymp.Sig.(2-taileld) > 0,05 artinya 

tidak ada geljala autolkolrellasi. 
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Tabel 4.7  

Hasil uji Run Test 

 

Dari  olutput SPSS telrse lbut, maka nilai Asymp. Sig. (2-

taileld) selbe lsar 1,000 > 0,05, kelsimpulannya bahwa tidak ada geljala 

atau pelrmasalahan autolkolre llasi. 

 

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Ke ltika ada pelnyimpangan dari varians kolnstan dalam 

ke lsalahan atau relsidu moldell yang diamati, uji helte lrolske ldastisitas 

dipicu. Tanda-tanda heltelrolske ldastisitas se lharusnya tidak muncul 

dalam moldell re lgre lsi yang se lsuai. Uji Gle ljselr be lrfungsi se lbagai 

dasar untuk pelngambilan kelputusan dalam pelngujian 

he ltelrolske ldastisitas: Apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 dapat 

disimpulkan tidak telrjadi geljala heltelrolske ldastisitas pada molde ll 

re lgrelsi. Apabila signifikansi (Sig.) < 0,05, artinya tidak telrjadi 

ge ljala heltelrolske ldastisitas pada molde ll relgre lsi. 
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Tabel 4.8  

Uji heteroskedastisitas 

 

Dari o lutput diatas, dikeltahui nilai signifikansi (Sig.) untuk 

variabell PAD (X1) se lbelsar 0,689 > 0,05, variabell DAU (X2) 

se lbe lsar 0,646 > 0,05 dan variabell DAK (X3) se lbe lsar 0,668 > 0,05. 

Kare lna se lmua variabell indelpe lnde ln telrdapat nilai signifikansi > 

0,05, Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada tanda-tanda 

he ltelrolske ldastisitas belrdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan 

untuk melmbuat kelputusan sellama tels Gle ljse lr. Se llain uji gleltse lr, uji 

he ltelrolske ldastisitas melnggunakan gambar scattelrplolt juga telrse ldia. 

Dasar pe lngambilan kelputusan Scattelrplolt yaitu tidak telrjadi 

ge ljala heltelrolske ldastisitas apabila: 

1. Titik-titik data pelnyelbar di atas dan di bawah atau diselkitar 

angka 0. 

2. Titik-titik tidak melngumpul hanya diatas atau di bawah 

saja. 

3. Pe lnye lbaran titik-titik data tidak bollelh melmbe lntuk polla 

be lrgellolmbang mellelbar ke lmudian melnyelmpit dan mellelbar 

ke lmbali. 

4. Pe lnye lbaran titik-titik data tidak belrpolla. 
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Gambar 4.1  

Uji Heteroskedastisitas Scatterplot 

 

Be lrdasarkan olutput Scattelr plolts diatas dikeltahui bahwa 

grafik ini selsuai dasar pelngambilan kelputusan Scattelrplolt diatas. 

Se lhingga olutput Scattelr plolts diatas, telrlihat bahwasanya molde ll 

re lgrelsi tidak telrjadi pelrmasalahan helte lrolske ldastisitas, selhingga 

moldell re lgrelsi yang baik dan idelal telrpelnuhi. 

 

4.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  

Analisis relgre lsi linelar belrganda ialah se lbagai alat ukur 

melnge ltahui selbe lrapa belrpelngaruh antara variabell de lpe lndeln (Y) 

dan indelpelnde ln (X). Adapun hasil yang dipelrollelh se lpe lrti tabell 

dibawah: 
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Tabel 4.9  

Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Y = α + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e l 

Y = 80749,915 + 2,757 X1 -1,835 X2 – 7,847 X3 + e l 

Be lrdasarkan rumus diatas yang tellah didapatkan hasilnya, 

maka dapat dianalisis selbagai belrikut  

a. Nilai kolnstanta polsitif se lnilai 80749,915. Artinya selmua 

variabell belbas telrdiri dari X1 (PAD), X2 (DAU), X3 (DAK) 

be lrnilai 0% atau tidak melngalami pelrubahan, maka nilai Y 

(Ke lmiskinan) selnilai 80749. 

b. Nilai kole lfisieln relgre lsi variabell X1 (PAD) adalah polsitif 

se lnilai 2,757. Artinya bila X1 (PAD) naik 1%, maka akan 

melnaikkan nilai Y (Ke lmiskinan) se lnilai 2,757, asumsi 

variabell belbas lainnya dinilai kolnstan. Tanda polsitif belrarti 

pe lngaruh selarah antara variabell belbas dan variabell telrikat. 

c. Nilai kole lfisieln re lgrelsi variabell X2 (DAU) se lnilai -1,835. 

Artinya pelngaruh nelgatif (belrlawanan arah) antara variabell 

DAU (X2) dan Ke lmiskinan (Y). Be lrarti jika variabell X2 

(DAU) me lngalami naik selnilai 1%, jadi kelbalikannya 
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variabell Y (Kelmiskinan) akan melnurun se lnilai -1,835 delngan 

asumsi bahwa variabell lain dianggap kolnstan. 

d. Nilai kole lfisieln re lgrelsi variabell X3 (DAK) se lnilai -7,847. 

Pe lngaruh nelgatif (belrlawanan arah) antara variabell DAK dan 

Ke lmiskinan. Artinya apabila variabell X3 (DAK) naik se lnilai 

1%, maka kelbalikannya variabell Y (Kelmiskinan) akan turun 

se lnilai -7,847 delngan asumsi bahwa variabell lain dianggap 

kolnstan. 

 

4.5 Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Hasil Uji t (Parsial) 

Uji t belrtujuan melngeltahui pada seltiap variabell belbas 

telrhadap variabell telrikat se lcara parsial. Pe lngujian dilaksanakan 

de lngan mellihat nilai taraf signifikan (p valuel), jika nilai taraf 

signifikan yang dihasilkan dibawah 0,05 maka hipoltelsis ditelrima 

dan se lbaliknya. Dasar pelngambilan kelputusan nilai signifikansi 

(Sig.) yaitu : Apabila nilai signifikansi (Sig.) < dari prolbabilitas 

0,05 melngandung arti bahwa telrdapat pelngaruh variabell belbas (X) 

telrhadap variabell telrikat (Y) atau hipolte lsis ditelrima. Jika nilai 

signifikansi (Sig.) > dari prolbabilitas 0,05 melngandung arti bahwa 

tidak telrdapat pelngaruh variabell belbas (X) telrhadap variabell telrikat 

(Y) atau hipolte lsis ditollak. Hasil pelngujian uji t dapat dilihat pada 

tabell belrikut: 
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Tabel 4.10  

Uji hipotesis t 

 

Be lrdasarkan olutput diatas dikeltahui nilai signifikansi (Sig.) 

variabell PAD (X1) adalah selbe lsar 0,634 > 0,05. Se lhingga 

ke lsimpulannya tidak telrdapat pelngaruh PAD (X1) te lrhadap 

Ke lmiskinan (Y). Keldua, untuk variabell DAU (X2) nilai signifikansi 

(Sig,) variabell DAU (X2) adalah se lbelsar 0,372 > 0,05. 

Ke lsimpulannya tidak telrdapat pelngaruh DAU (X2) te lrhadap 

Ke lmiskinan (Y). Keltiga, untuk variabell DAK (X3) nilai 

signifikansi (Sig.) selbelsar 0,640 > 0,05. Ke lsimpulannya adalah 

tidak telrdapat pelngaruh DAK (X3) te lrhadap Ke lmiskinan (Y). 

Uji Hipolte lsis delngan melmbandingkan nilai t hitung delngan 

t tabell yaitu delngan pelngambilan kelputusan :  

1. Apabila nilai t hitung > t tabell maka telrdapat pelngaruh variabell 

be lbas (X) telrhadap variabell telrikat (Y) atau hipoltelsis ditelrima. 

2. Se lbaliknya, apabila nilai t hitung < t tabell maka tidak telrdapat 

pe lngaruh variabell belbas (X) telrhadap variabell telrikat (Y) atau 

hipoltelsis ditollak. 
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Rumus untuk melncari nilai t tabell : 

t tabell = (a/2 ; n-k-1 atau df relsidual) 

t tabell = (0,05/2 ; 5-3-1) 

t tabell = (0,025 ; 1) 

t tabell = 12,71 

Gambar 4.2  

Distribusi t tabel 

 

Be lrdasarkan tabell Hasil Uji t di atas didapatkan hasil 

pe lngambilan kelputusannya yaitu: 
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a. Nilai thitung yang didapatkan untuk variabe ll X1 adalah 0,647 

< 12,71. Maka didapatkan hasil bahwa variabell X1 (PAD) 

tidak berpengaruh telrhadap variabell Y (Ke lmiskinan). 

b. Nilai thitung yang didapatkan untuk variabell X2 adalah -1,513 

> 12,71. Maka didapatkan hasil bahwa variabell X2 (DAU) 

tidak berpengaruh telrhadap variabell Y (Ke lmiskinan). 

c. Nilai thitung yang didapatkan untuk variabell X3 adalah -0,634 

< 12,71. Maka didapatkan hasil bahwa variabell X3 (DAK) 

tidak berpengaruh telrhadap variabell Y (Ke lmiskinan). 

 

4.5.2 Hasil Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mellihat bagaimana pelngaruh selmua 

variablel telrikatnya, atau untuk me lnguji apakah relgrelsi 

baik/signifikan. Dasar pelngambilan kelputusan dalam uji F yaitu 

melnurut Nilai Signifikansi (Sig.) dari Olutput Anolva yaitu : Apabila 

nilai sig. < 0,05 artinya hipoltelsis dite lrima. De lngan de lmikian PAD 

(X1), DAU (X2) dan DAK (X3) se lcara simultan melmpe lngaruhi 

Ke lmiskinan (Y). Jika nilai sig. > 0,05 maka hipoltelsis dito llak. 

Artinya PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) se lcara simultan tidak 

melmpe lngaruhi Kelmiskinan (Y). Hasil pe lngujian uji F dapat dilihat 

pada tabell belrikut: 
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Tabel 4.11  

Uji hipotesis F 

 

Dari tabell olutput diatas, bahwa nilai Sig. yaitu 0,488. 

Kare lna sig. 0,488 > 0,05, selsuai dasar pe lngambilan kelputusan 

dalam uji F bahwa hipolte lsis ditollak atau PAD (X1), DAU (X2) dan 

DAK (X3) se lcara simultan tidak melmpelngaruhi Kelmiskinan (Y). 

Uji Hipoltelsis F de lngan me lmbandingkan F hitung de lngan F 

tabell yaitu delngan pelngambilan kelputusan :  

1. Apabila nilai F hitung>F tabell, maka hipoltelsis dite lrima. Maka 

artinya PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) se lcara simultan 

be lrpelngaruh telrhadap Kelmiskinan (Y). 

2. Apabila nilai F hitung<F tabell, maka hipoltelsis ditollak. Artinya 

PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) se lcara simultan tidak 

melmpe lngaruhi Kelmiskinan (Y). 
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Rumus melncari F tabell :  

F tabell = (k ; n-k) 

F tabell = (3 ; 5 – 3) 

F tabell = ( 3 : 2) 

F tabell = 19,164 

Gambar 4.3  

Distribusi f tabel 

 

Me lnurut tabell olutput Anolva, dikeltahui F hitung yaitu 

1,819. Karelna F hitung 1,819<F tabe ll 19,164, selsuai dasar 
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pe lngambilan kelputusan uji F bahwa hipoltelsis ditollak atau PAD 

(X1), DAU (X2) dan DAK (X3) se lcara simultan tidak 

melmpe lngaruhi Kelmiskinan (Y). 

 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur  

Be lrdasarkan hasil pelnellitian yang dipelrollelh dari hasil uji t 

yaitu melnguji pelngaruh selcara parsial antara Pelndapatan Asli 

Dae lrah (PAD) telrhadap kelmiskinan di Kabupateln Acelh Timur 

didapatkan Nilai thitung untuk variabell X1 adalah 0,647 < 12,71. 

Maka didapatkan hasil bahwa variabell X1 (PAD) tidak be lrpe lngaruh 

telrhadap variabell Y (Kelmiskinan). Belrdasarkan hasil ini, dapat 

disimpulkan bahwa dalam pelne llitian ini, tidak telrdapat bukti yang 

cukup untuk melndukung adanya pelngaruh signifikan PAD 

telrhadap tingkat kelmiskinan.  

Pe lne llitian ini melndukung telmuan dari Fikri elt al. (2019) yang 

tidak melne lmukan adanya kolrellasi antara kelmiskinan dan 

pe lndapatan asli lolkal. Sellain itu, pelne llitian ollelh Wididarma dan 

Je lmbelr (2021) melnunjukkan bahwa Pe lndapatan Asli Daelrah 

(PAD) me lmiliki pelngaruh signifikan dan ne lgatif telrhadap tingkat 

ke lmiskinan di kabupateln/kolta di Prolvinsi Bali. Telmuan lainnya 

yang dikelmukakan ollelh Fitriyanti dan Handayani (2020) 

melnyatakan bahwa Pelndapatan Asli Dae lrah (PAD) se lcara 

signifikan melnghambat upaya pelnurunan ke lmiskinan. Sellanjutnya, 
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pe lnellitian ollelh Paat elt al. (2019) melne lmukan bahwa tingkat 

ke lmiskinan dipelngaruhi selcara signifikan ollelh Pe lndapatan Asli 

Dae lrah (PAD). 

  

4.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur  

Be lrdasarkan hasil pelnellitian yang dipelrollelh dari hasil uji t 

yaitu melnguji pelngaruh se lcara parsial antara Dana Alolkasi Umum 

(DAU) te lrhadap kelmiskinan di Kabupateln Acelh Timur didapatkan 

Nilai thitung untuk variabell   X2 adalah -1,513 > 12,71. Maka 

didapatkan hasil bahwa variabell X2 (DAU) tidak belrpe lngaruh 

telrhadap variabell Y (Ke lmiskinan). 

Pe lne llitian ini seljalan delngan pelne llitian yang dilakukan ollelh 

Fikri elt al., (2019) melngungkapkan bahwa Dana Alolkasi Umum 

(DAU) se lcara parsial tidak belrpe lngaruh telrhadap kelmiskinan. 

Be lrbelda delngan hasil pelne llitian Kadafi & Murtala (2020) 

melngungkapkan bahwa DAU tellah melmbe lrikan dampak telrhadap 

pe lngelntasan kelmiskinan di Prolvinsi Ace lh. Se llanjutnya 

Rasu, Kume lnaung, & Kolle langan (2021) melngungkapkan bahwa 

Dana Alolkasi  Umum  belrpe lngaruh  polsitif dan tidak signifikan  

telrhadap kelmiskinan. Riza Amami dan Kiki Asmara (2022) 

melngungkapkan bahwa dana alolkasi umum be lrpelngaruh 

ne lgatif dan signifikan telrhadap kelmiskinan. 

Pe lrbe ldaan hasil pelne llitian ini melnunjukkan adanya variasi 

dalam kolntelks pe lngaruh DAU te lrhadap ke lmiskinan di Kabupateln 
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Ace lh Timur. Faktolr-faktolr se lpe lrti meltoldollolgi pelne llitian, sampell 

yang digunakan, variabell lain yang ditelliti, dan karaktelristik daelrah 

pe lnellitian dapat melmpelngaruhi hasil yang be lrbelda ini. Ollelh kare lna 

itu, pelnting untuk mellihat se lcara hollistik hasil pelne llitian telrse lbut 

dan melmpelrtimbangkan kolntelks yang lelbih luas dalam 

melngintelrpre ltasikan pelngaruh DAU te lrhadap kelmiskinan. 

 

4.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur 

Be lrdasarkan hasil pelnellitian yang dipelrollelh dari hasil uji t 

yaitu melnguji pelngaruh se lcara parsial antara Dana Alolkasi Khusus 

(DAK) te lrhadap kelmiskinan di Kabupateln Acelh Timur didapatkan 

Nilai thitung untuk variabell X3 adalah -0,634 < 12,71. Maka 

didapatkan hasil bahwa variabell X3 (DAK) tidak belrpe lngaruh 

telrhadap variabell Y (Ke lmiskinan). 

Pe lne llitian ini melndukung telmuan dari Fikri elt al. (2019) yang 

tidak melne lmukan adanya dampak parsial yang signifikan dari Dana 

Alolkasi Khusus (DAK) te lrhadap tingkat kelmiskinan. Namun, 

be lrdasarkan pelne llitian Fitriyanti dan Handayani (2020), telrdapat 

dampak buruk yang signifikan dari Dana Alolkasi Khusus (DAK) 

telrhadap upaya pelngurangan kelmiskinan.  

Pe lrbe ldaan hasil pelne llitian ini melnunjukkan adanya variasi 

dalam kolntelks pe lngaruh DAK te lrhadap ke lmiskinan di Kabupateln 

Ace lh Timur. Faktolr-faktolr se lpe lrti meltoldollolgi pelne llitian, sampell 

yang digunakan, variabell lain yang ditelliti, dan karaktelristik daelrah 
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pe lnellitian dapat melmpelngaruhi hasil yang be lrbelda ini. Ollelh kare lna 

itu, pelnting untuk melmpelrtimbangkan kolntelks yang lelbih luas dan 

mellihat selcara hollistik hasil pelne llitian telrselbut dalam 

melngintelrpre ltasikan pelngaruh DAK te lrhadap kelmiskinan di 

Kabupateln Acelh Timur. 

 

4.6.4 Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Aceh Timur 

Be lrdasarkan hasil pelne llitian yang dipelrollelh dari hasil uji F 

yaitu pada olutput Anolva, dikeltahui nilai F hitung adalah selbe lsar 

1,819. Kare lna nilai F hitung 1,819 < F tabe ll 19,164, maka 

se lbagaimana dasar pelngambilan kelputusan dalam uji F dapat 

disimpulkan bahwa hipolte lsis ditollak atau delngan kata lain PAD 

(X1), DAU (X2) dan DAK (X3) se lcara simultan tidak belrpelngaruh 

telrhadap Ke lmiskinan (Y). Tidak belrpelngaruhnya keltiga variabell ini 

se lcara simultan, melnurut asumsi pelnulis dipelrkirakan karelna 

masalah pelnggunaan dana yang tidak elfe lktif, keltelrbatasan sumbelr 

daya yang telrse ldia, dolminasi faktolr elkste lrnal lainnya, dan 

variabilitas relgiolnal yang melmpelngaruhi kelmiskinan di wilayah 

telrse lbut. 

Telmuan pelne llitian ini kolnsisteln de lngan hasil studi Fikri elt al. 

(2019) yang melnunjukkan bahwa tingkat kelmiskinan tidak 

dipelngaruhi olle lh pelndapatan asli daelrah, dana alolkasi umum, 

maupun dana alolkasi khusus se lcara belrsamaan. Telmuan ini juga 

se ljalan delngan pelne llitian yang dilakukan olle lh Paulus e lt al. (2019) 
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yang melne lmukan bahwa Pelndapatan Asli Dae lrah (PAD), Dana 

Alolkasi Umum (DAU), dan Dana Alolkasi Khusus (DAK) se lcara 

kollelktif melmiliki hubungan nelgatif delngan tingkat kelmiskinan. 

Ada be lbe lrapa faktolr yang dapat melnjellaskan telmuan ini. 

Pe lrtama, masalah pelnggunaan dana dapat melnjadi pelnyelbabnya, 

melskipun dana te lrse lbut dialolkasikan untuk melngurangi 

ke lmiskinan, mungkin telrjadi keltidakelfelktifan atau keltidaktelpatan 

dalam pelnggunaannya. Misalnya, dana telrse lbut mungkin 

digunakan untuk prolgram-prolgram yang tidak langsung belrdampak 

pada pelnge lntasan kelmiskinan atau tidak melncapai kellolmpolk 

masyarakat yang paling melmbutuhkan. Hal ini dapat melngurangi 

dampak yang diharapkan dalam melngurangi tingkat kelmiskinan. 

Ke ldua, keltelrbatasan sumbelr daya juga dapat melmainkan pelran 

pe lnting. Jumlah dana yang telrse ldia mungkin tidak melncukupi 

untuk se lcara signifikan melngatasi masalah kelmiskinan yang 

melluas dan kolmplelks di Kabupateln Ace lh Timur. Pelngaruh 

pe lndapatan daelrah telrhadap kelmiskinan mungkin telrbatas karelna 

ke ltelrbatasan sumbelr daya yang telrse ldia untuk diinvelstasikan dalam 

prolgram-prolgram anti-kelmiskinan.  

Se llain itu, faktolr elkstelrnal yang tidak telrke lndali langsung 

ollelh pe lmelrintah daelrah, selpe lrti tingkat pelrtumbuhan elkolnolmi 

nasiolnal, kelbijakan pelmelrintah pusat, atau fluktuasi harga 

kolmolditas, juga dapat melmiliki pelngaruh yang lelbih signifikan 

telrhadap tingkat kelmiskinan. Jika faktolr-faktolr ini lelbih dolminan 

dalam melne lntukan tingkat kelmiskinan di Kabupateln Ace lh Timur, 
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maka pelngaruh langsung dari PAD, DAU, dan DAK mungkin 

melnjadi kurang telrlihat dalam pelnellitian telrse lbut. Telrakhir, 

variabilitas relgiolnal juga pelrlu dipelrhatikan. Seltiap wilayah 

melmiliki karaktelristik dan tantangan unik yang dapat 

melmpe lngaruhi tingkat kelmiskinan. Kabupateln Ace lh Timur 

mungkin melmiliki faktolr-faktolr atau dinamika lolkal yang tidak 

telrcakup dalam pelnellitian telrse lbut, se lpe lrti gelolgrafi, akse lsibilitas, 

struktur elkolnolmi lolkal, atau kelbijakan lolkal. Variabilitas ini dapat 

melnje llaskan melngapa PAD, DAU, dan DAK tidak selcara 

signifikan belrpe lngaruh telrhadap kelmiskinan di wilayah telrse lbut. 

Dalam kelsimpulannya, telmuan pelnellitian melnunjukkan bahwa 

pe lngaruh PAD, DAU, dan DAK te lrhadap ke lmiskinan di Kabupateln 

Ace lh Timur tidak telrlihat selcara signifikan, dan faktolr-faktolr 

se lpe lrti masalah pelnggunaan dana, keltelrbatasan sumbelr daya, faktolr 

e lkstelrnal dolminan, dan variabilitas re lgiolnal dapat melnjadi 

pe lnjellasan yang relle lvan. 

Olle lh karelna itu, hasil pelne llitian ini pelrlu dipelrtimbangkan 

dalam kolnte lks yang lelbih luas dan mungkin melmelrlukan pelne llitian 

lanjutan untuk melmpelrdalam pelmahaman me lngelnai faktolr-faktolr 

yang belrkolntribusi telrhadap kelmiskinan di Kabupateln Acelh Timur. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Dapat disimpulkan dari telmuan pelne llitian yang tellah 

dilakukan selbagai belrikut: 

1. Pe lndapatan Asli Daelrah (PAD) tidak be lrpe lngaruh telrhadap 

Ke lmiskinan. 

2. Pe lndapatan Dana Alolkasi Umum (DAU) tidak belrpe lngaruh 

telrhadap Ke lmiskinan. 

3. Pe lndapatan Dana Alolkasi Khusus (DAK) tidak belrpelngaruh 

telrhadap Ke lmiskinan. 

4. Pe lndapatan Asli Daelrah (PAD), Dana Alolkasi Umum (DAU) 

dan Dana Alolkasi Khusus (DAK) se lcara simultan tidak 

be lrpelngaruh telrhadap Kelmiskinan. 

 

4.2 Saran 

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan kelsimpulan dapat dibelrikan 

belbelrapa saran dari pelnellitian ini yaitu: 

1. Saran untuk Pemerintah: 

• Evaluasi Kebijakan: Pemerintah perlu melakukan evaluasi 

menyeluruh terhadap kebijakan yang telah dilakukan terkait 

dengan pendapatan daerah dan alokasi dana. Perlu diperiksa 



 

 

103 

 

apakah kebijakan tersebut telah efektif dalam mengurangi 

kemiskinan atau tidak. 

• Diversifikasi Sumber Pendapatan: Pemerintah perlu 

mencari sumber pendapatan alternatif selain Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pendapatan daerah. 

Misalnya, melalui pengembangan sektor ekonomi lokal atau 

menarik investasi asing. 

• Perkuat Pengawasan: Pemerintah harus memperkuat sistem 

pengawasan terhadap penggunaan Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 

memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efektif 

dan efisien untuk mengurangi kemiskinan. 

2. Saran untuk Masyarakat: 

• Peningkatan Keterampilan: Masyarakat perlu meningkatkan 

keterampilan dan memperoleh pendidikan yang lebih baik 

untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan mereka. 

• Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Masyarakat dapat 

mengembangkan usaha kecil dan menengah serta membeli 

produk lokal untuk mendukung perekonomian daerah. 
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• Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Masyarakat 

perlu aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

pemerintah terkait dengan alokasi dana dan kebijakan 

pembangunan untuk memastikan kepentingan mereka 

terwakili. 

3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya: 

• Studi Komprehensif: Peneliti dapat melakukan studi yang 

lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan 

metodologi yang lebih canggih untuk menilai hubungan 

antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 

kemiskinan. Hal ini dapat melibatkan analisis data jangka 

panjang, penggunaan model ekonometrik yang lebih rumit, 

atau pendekatan eksperimen. 

• Faktor-faktor Lain: Peneliti dapat memperluas analisis 

untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi tingkat kemiskinan, seperti tingkat 

pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, akses ke layanan 

kesehatan, dan infrastruktur. 
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• Studi Perbandingan: Peneliti dapat melakukan studi 

perbandingan antara daerah yang berhasil mengurangi 

kemiskinan dengan daerah yang tidak berhasil. Hal ini dapat 

membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan 

pengentasan kemiskinan. 

Saran-saran tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah 

dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, masyarakat dalam 

mengatasi kemiskinan, dan peneliti dalam meningkatkan 

pemahaman tentang hubungan antara pendapatan daerah dan 

kemiskinan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Analisis Statistik Deskriptif  
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Lampiran 2. Data Uji Normalitas 

 

 

Keputusan dalam Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov : 

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) lelbih belsar dari 0,05 maka data 

pe lnellitian belrdistribusi nolrmal. 

2. Se lbaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lelbih kelcil dari 0,05 

maka data pelne llitian tidak belrdistribusi nolrmal. 
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Lampiran 3. Data Uji Multikolinearitas 

 

 

Pedoman Keputusan Berdasarkan Nilai Tolerance 

1. Jika nilai Tollelrancel > 0,10 maka artinya tidak telrjadi 

multikollinelaritas dalam moldell re lgrelsi 

2. Jika nilai Tolle lrancel < 0,10 maka artinya telrjadi 

multikollinelaritas dalam moldell re lgrelsi 

 

 

Pedoman Keputusan Berdasarkan Nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) 

1. Jika nilai VIF < 10,00 maka artinya tidak telrjadi geljala 

multikollinelaritas dalam moldell re lgrelsi. 

2. Jika nilai VIF > 10,00 maka artinya telrjadi geljala 

multikollinelaritas dalam moldell re lgrelsi. 
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Lampiran 4. Data Uji Autokorelasi 

 

 

 

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Autokorelasi Durbin 

Watson 

1. Jika d (durbin watsoln) le lbih ke lcil dari dL atau lelbih belsar 

dari (4-dL) maka hipoltelsis noll ditollak, yang belrarti telrdapat 

autolko lre llasi. 

2. Jika d (durbin watsoln) te lrleltak antara dU dan (4-dU), maka 

hipoltelsis noll ditelrima, yang belrarti tidak ada autolkolre llasi. 

3. Jika d (durbin watsoln) telrleltak antara dL dan dU atau 

diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak melnghasilkan 

ke lsimpulan yang pasti. 
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Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Run Test : 

1. Jika nilai Asymp.Sig.(2-taileld) lelbih kelcil < dari 0,05 maka 

telrdapat geljala autolkolrellasi 

2. Se lbaliknya, jika nilai Asymp.Sig.(2-taile ld) lelbih belsar > 

dari 0,05 maka tidak telrdapat geljala autolkolre llasi. 
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Lampiran 5. Data Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Heteroskedastisitas 

dengan menggunakan Uji Glejser : 

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka kelsimpulannya 

adalah tidak telrjadi geljala heltelrolske ldastisitas dalam molde ll 

re lgrelsi. 

2. Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka kelsimpulannya 

adalah tidak telrjadi geljala heltelrolske ldastisitas dalam molde ll 

re lgrelsi. 
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Dasar pengambilan keputusan Scatterplot : 

Tidak terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas jika: 

1. Titik-titik data pelnyelbar di atas dan di bawah atau diselkitar 

angka 0. 

2. Titik-titik tidak melngumpul hanya diatas atau di bawah 

saja. 

3. Pe lnye lbaran titik-titik data tidak bollelh melmbe lntuk polla 

be lrgellolmbang mellelbar ke lmudian melnyelmpit dan mellelbar 

ke lmbali. 

4. Pe lnye lbaran titik-titik data tidak belrpolla. 
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Lampiran 6. Data Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 

 

Rumus Pe lrhitungan : 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + el 

Y = 80749,915 + 2,757 X1 -1,835 X2 – 7,847 X3 + e l 
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Lampiran 7. Data Uji Hipotesis T (Parsial) 

 

Uji Hipotesis Membandingkan Nilai Sig. Dengan 0,05 

 
 

Dasar pengambilan keputusan nilai signifikansi (Sig.) 

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) < dari prolbabilitas 0,05 

melngandung arti bahwa telrdapat pelngaruh variabell belbas 

(X) te lrhadap variabell telrikat (Y) atau hipoltelsis dite lrima. 

2. Jika nilai signifikansi (Sig.) > dari prolbabilitas 0,05 

melngandung arti bahwa tidak telrdapat pe lngaruh variabell 

be lbas (X) telrhadap variabell telrikat (Y) atau hipoltelsis 

ditollak 
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Uji Hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan t 

tabel  

 

 

 

Dasar pengambilan keputusan : 

1. Jika nilai t hitung > t tabell maka telrdapat pe lngaruh variabell 

be lbas (X) telrhadap variabell telrikat (Y) atau hipoltelsis 

ditelrima. 

2. Se lbaliknya, jika nilai t hitung < t tabell maka tidak telrdapat 

pe lngaruh variabell be lbas (X) te lrhadap variabell telrikat (Y) 

atau hipoltelsis ditollak. 

Rumus untuk melncari nilai t tabell : 

t tabell = (a/2 ; n-k-1 atau df relsidual) 

t tabell = (0,05/2 ; 5-3-1) 

t tabell = (0,025 ; 1) 

t tabell = 12,71 
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Lampiran 8. Data Uji Hipotesis F (Simultan) 

 

Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig.) dari Output Anova 

 

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji F 

1. Jika nilai sig. < 0,05 maka hipolte lsis ditelrima. Maka artinya 

PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) se lcara simultan 

be lrpelngaruh telrhadap Kelmiskinan (Y). 

2. Jika nilai sig. > 0,05 maka hipoltelsis ditollak. Maka artinya 

PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) se lcara simultan tidak 

be lrpelngaruh telrhadap Kelmiskinan (Y). 

 

Berdasarkan Perbandingan Nilai F hitung dengan F tabel 
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Dasar pengambilan keputusan dalam Uji F 

1. Jika nilai F hitung > F tabell, maka hipoltelsis ditelrima. Maka 

artinya PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) se lcara simultan 

be lrpelngaruh telrhadap Kelmiskinan (Y). 

2. Jika nilai F hitung < F tabell, maka hipoltelsis ditollak. Maka 

artinya PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) se lcara simultan 

tidak belrpelngaruh telrhadap Kelmiskinan (Y). 

 

Rumus melncari F tabell :  

F tabell = (k ; n-k) 

F tabell = (3 ; 5 – 3) 

F tabell = ( 3 : 2) 

F tabell = 19,164 
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